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Reformation era lead the Police of Indonesia republic (Polri) to a condition where Polri is demanded by the society to do their duty as a keeper of security and public order, a law enforcer, a protector and serve the public professionally, responsively, transparently and accountable. Along with that society’s development, world globalisation and the demand of national reformation bureaucracy, society demand the Polri to do the public service easily, cheaply, rapidly and not complicated. Besides, society also demand of service quality that given by Polri.  A good service quality, it is hoped it will be a good perception from the society to the police service. A good perception will give a satisfaction feeling because it has filled their expectation so they give the Polri their trust. But the society’s trust to the Polri is still low, because the service given to them hasn’t well enough, therefore it is needed to do a research to find the cause factors and find the solution. 
To know the kind of public service that want by society, in this research Public Administration Theory is used as a theory foundation that specifically Public Service Theory and reformation theory with the descriptive qualitative approach as empirical foundation based on some policy programs of Kapolri in leading the Polri which is an effort of Reformation Bureaucracy of Polri in Increasing the Quality of Public Service.
The object of this research is a related phenomenon and naumena with the implementation of Polri service in order to increase the society’s trust to the Polri in the environment of Polda west Java.  The social situation objects observed are place, activity and interviewees. The result of this research showed that: (1) the quality of Polri’s service in the Polda West Java hasn’t well because 10 (ten) Polri’s attitude that hated by the society is seen in the performance in carrying the daily duty, the attitude of serving, responsive, transparent and accountable hasn’t felt by the society; (2) the trust of society of Polri’s service is still low because society hasn’t satisfied of Polri’s serve based on the appraisal of Polri unfair, partial, come late to the crime scene, committing a violence, KKN, lack of communication/ not response the society’s expectations; (3) Reformation bureaucracy of Polri in Polda West Java even though it has been done in accordance wih “Program of Polri Reformation Bureaucracy”, but the result is not maximum because of the impact hasn’t seen and felt by the society.  Therefore, Reformation Bureaucracy of Polri in increasing the Quality of Public Service needs to be continued by prioritizing “Reformation of Polri Culture”.










Reformasi Birokrasi Nasional telah digulirkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga-lembaga Negara (termasuk Polri) menuju Pemerintahan yang baik (good government), bersih dan bebas dari KKN. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga Negara dalam kontek Administrasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mempunyai Fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
Sejalan dengan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Polri juga telah merumuskan Program Reformasi Birokrasi Polri (RBP). Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I, sejatinya telah dilaksanakan sejak tahun 1999 meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek instrumental, struktural dan kultural. Reposisi Polri dari tubuh ABRI, penataan organisasi dan kewenangan adalah merupakan keberhasilan Reformasi Birokrasi Polri pada struktural. Begitu pula dengan ditetapkannya UU No. 2 Th 2002 tentang Polri, TAP MPR No. VI dan VII Th 2013 tentang Pemisahan Polri dari ABRI dan Pembagian Wewenang. Dengan demikian dapat diartikan secara kualitatif RBP aspek instrumental dan struktural telah berhasil akan tetapi aspek kultural belum seperti harapan baik oleh kalangan Polri (terutama para petinggi Polri) maupun ekspektasi masyarakat.
Memasuki RBP Gelombang II (2011-2014) yang diintegrasikan dengan Renstra Polri Tahap II, yaitu membangun kemitraan (partnership building) yang diperkuat dengan program Revitalisasi menuju Pelayanan Prima melalui tiga kerangka Road Map, yang terdiri dari penguatan institusi (institution strengthening), terobosan kreatif (creative breakthrough) dan peningkatan integritas (integrity improvement) guna mewujudkan Pelayanan Prima Polri.
Pada era reformasi membawa Polri pada suatu keadaan di mana Polri semakin dituntut oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat secara profesional, transparan, responsif dan akuntabel. Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, Polri telah melakukan berbagai upaya pembenahan-pembenahan, penataan-penataan, penguatan-penguatan, perubahan-perubahan (reform) menuju Polri yang professional dan dipercaya masyarakat, diantaranya menetapkan sasaran dalam pelaksanaan penataan dan perubahan, yaitu untuk tahun 2005-2009, Polri berusaha membangun kepercayaan publik (trust building), pada tahun 2010-2014, Polri membangun kemitraan (partnership building), dan pada tahun 2015-2025, Polri ditargetkan mencapai keunggulan (strive for exelence). 
Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat tersebut, globalisasi dunia dan tuntutan reformasi birokrasi nasional, masyarakat menuntut Polri untuk melaksanakan pelayanan publik yang akuntabilitas, responsif, berorientasi pada pelayanan profesional, transparan, mudah, murah, cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, masyarakat juga menuntut akan kualitas pelayanan (service quality) yang diberikan oleh Polri. Dengan adanya service quality yang prima, maka diharapkan akan tercipta suatu persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polri. Persepsi yang baik dari masyarakat akan menumbuhkan perasaan puas karena telah memenuhi harapan yang mereka inginkan yang pada gilirannya menaruh kepercayaan terhadap Polri. Namun kepercayaan masyarakat terhadap Polri terlihat masih rendah, karena pelayanan yang diberikan oleh Polri belum prima atau bahkan sangat buruk, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui mengapa kualitas pelayanan Polri belum prima, mengapa tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah dan mengapa reformasi yang telah dilakukan Polri belum mencapai target.
Landasan normatif dari penelitian ini adalah Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan diatur dalam UU No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 yang isinya menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), merupakan program dan kegiatan revitalisasi (penataan, penguatan, pembenahan, pengembangan dan pembangunan) organisasi dan Sumber Daya Manusia Polri sehingga diperoleh kinerja yang efektif dan efisien. Namun pada  kenyataannya reformasi yang dilaksanakan belum dilakukan secara menyeluruh untuk semua aspek sehingga melalui revitalisasi dan restrukturisasi administrasi publik perlu dilakukan secara terencanakan dan komprehensif dan dilaksanakan secara terus menerus meliputi segala aspek admininstrasi publik. 
Perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin dinamis, tingkat kehidupan dan pendidikan masyarakat yang semakin baik, merupakan proses empowering yang dialami masyarakat, maka pelayanan publik yang dilakukan Polri harus mengubah posisi dan peran yang selama ini dilakukan. Peranan yang selama ini suka mengatur dan meminta dilayani harus diubah menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat, dari yang suka menekankan kekuasaan mau tidak mau harus diubah menjadi fleksibel, kolaboratis, aligmen dan dialogis. Untuk mengetahui bentuk pelayanan yang diinginkan masyarakat, di dalam penelitian ini sebagai landasan teori yang digunakan adalah Teori Administrasi Publik sebagai Grand Theory yang pada hakikatnya adalah melayani publik.Sebagai Middle Range Theory digunakan teori kebijakan publik, teori reformasi administrasi, Theory New Public Management dan Theory New Public Service, sedangkan teori reformasi birokrasi dan teori kualitas pelayanan dijadikan sebagai Applied Theory.Landasan empirik didasarkan atas beberapa program/konsep kebijakan para Kapolri dalam memimpin Polri yang pada hakikatnya adalah merupakan upaya pembenahan, penataan dan penguatan, untuk memperbaiki citra dan meningkatkan profesionalisme Polri.
Program-program termaksud secara berturut-turut telah digelar sebagai berikut:
a.	Pola Dasar Pembenahan Polri oleh Kapolri, Jenderal Polisi Awaludin Djamin (1978 – 1982).
b.	Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi (Rekonfu) oleh Kapolri, Jenderal Polisi Anton Soedjarwo (1982 – 1986).
c.	Optimalisasi dan Dinamisasi (Opdin) oleh Kapolri, Jenderal Polisi  Moch. Sanusi (1986 – 1991).
d.	Tekadku Pengabdian Terbaik oleh Kapolri, Jenderal Polisi Kunarto (1991 – 1993).
e.	Kembali ke Jati Diri Polri, dengan motto senyum, sapa, salam, suksess melalui kebersamaan, senyummu adalah suksesku oleh Kapolri, Jenderal Polisi Banurusman (1993 – 1996).
f.	Tiga Penampilan; penampilan perorangan, penampilan kesatuan, dan penampilan operasional oleh Kapolri, Jenderal Polisi Dibyo Widodo (1996 – 1999).
g.	6Pro dan 3K, yaitu Profesional, proporsional, prosedural, proaktif, progresif, produktif; serta Komitmen pribadi, konsisten dan kualitas, oleh Kapolri Jenderal Polisi Rusman Hadi (1999 – 2000).
h.	Selanjutnya Kapolri-Kapolri berikutnya seperti: Jenderal Polisi Rusdihardjo (2000–2000), Jenderal Polisi S. Bimantoro (2000–2001), fokus dalam penyusunan Konsep Kemndirian Polri dan menyongsong Era Reformasi. Begitupun dengan Jenderal Polisi Dai Bahtiar, Jenderal Polisi Sutanto fokus kepada penyusunan Kode Etik Polri sebagai konsekuensi dari telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penerapan Polmas (Policing Community) dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi di tubuh Polri yang telah bergulir sejak tahun 1998.
Berikutnya pada periode kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mengakselerasikan Program RBP melalui Program Quick Wins.Sedangkan di era kepemimpinan Jenderal Polisi  Timur Pardopo dapat diuraikan sejak beliau mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Kapolri dihadapan Komisi III DPR-RI pada tahun 2010 yang lalu.
Revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah tema presentasi Timur Pradopo Komisaris Jendral Polisi sebagai kandidat KAPOLRI pada saat itu yang diajukan Presiden kepada DPR-RI untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Dalam uji kelayakan dan kepatutan dihadapan Komisi III DPR-RI pada tanggal 14 Oktober 2010, Timur Pradopo memaparkan pokok-pokok pikirannya tentang “Revitalisasi POLRI terangkum dalam peta jalan (Road map) terdiri dari 3 (tiga) kerangka yaitu: (1) penguatan institusi (institution strengthening), (2) terobosan kreatif (creative breakthrough), (3) peningkatan integritas (integrity improvement).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mengajukan usulan penelitian disertasi dengan judul “Reformasi Birokrasi Polri dalamMeningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Barat).

2.	Identifikasi Masalah
Permasalahan muncul pada saat masyarakat sebagai penerima pelayanan Polri, ketika melihat dan merasakan bahwa pencapaian visi dan misi Polri berjalan sangat lamban, “Polri yang melayani, Polri yang responsif, orientasi pelayanan, efisien, dan Polri yang akuntabel” masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal termaksud tampak pada pelaksanaan tupoksi sehari-hari, bahwa:
a.	Reformasi Birokrasi Polri Polda Jabar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, belum mencapai target sesuai dengan indicator outcome yang telah ditetapkan.
b.	Kualitas pelayanan Polri Polda Jabar terhadap masyarakat belum prima
c.	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri Polda Jabar masih rendah.

3.	Perumusan Masalah
Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagaiberikut:
a.	Mengapa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Polda Jabar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik belum mencapai target sesuai indicator outcome ? Apa kendalanya dan apa solusinya ?
b.	Mengapa kualitas pelayanan Polri Polda Jabar belum prima ? Apa kendalanya dan apa solusinya ?
c.	Mengapa kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri Polda Jabar masih rendah ? Apa kendalanya dan apa solusinya?

4.	Tujuan Penelitian
a.	Ingin mengetahui faktor-faktor penghambat/kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polda Jabar/jajarannya belum mencapai target/sasaran dan apa solusinya.
b.	Ingin mengetahui faktor-faktor penghambat/kendala yang mempengaruhi upaya meningkatkan kualitas pelayanan Polri di Polda Jabar/jajarannya belum prima dan apa solusinya.
c.	Ingin mengetahui kapasitas dan akuntabilitas pelayanan masyarakat yang telah dilaksanakan Polri di Polda Jabar/jajarannya dan apa solusinya.

5.	Kegunaan Penelitian
a.	Kegunaan Teoritis penelitian ini adalah memperluas wawasan pengetahuan ilmu administrasi publik secara umum yang secara khusus adalah mengenai pelayanan publik.






Penelitian Terdahulu yang Relevan
	Amelza Dahniel, Rycko, (2010), “Fenomena Implementasi Reformasi Birokrasi Polri“: Manajemen SDM berbasis kompetensi belum diterapkan, sehingga anggota organisasi kurang berorientasi pada kinerja organisasi.
	Baihaki, Eki (2010), “Konsep Diri Polisi dan Konstruksi Komunikasi Polisi”: Reformasi cultural masih berjalan dengan perlahan, di sisi realitas, reformasi cultural Polri lebih diharapkan oleh masyarakat.
	Wijayanto, Agus, (2010), “Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Polri dalam Rangka Memantapkan Citra Polri“: Terdapat perilaku kontraproduksi pad pencapaian Good Governance dan perlu penegakan kode etik dan UU dalam bentuk sanksi yang tegas.
	Sukarno, Anjar Gunadi (2011), “Analisis Nilai-nilai Kerja Polri di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah”: Adanya nilai kebanggaan terhadap profesi dari setiap anggota/aparatur.
	Purwanto, Catur (2013), “Peran Humas Polda Jateng dalam Menjalin Media Relation sebagai Upaya Membangun Pencitraan Institusi”: Pemberian layanan sudah dilakukan sesuai standar mutu pelayanan dan penerimaan pelayanan puas.
	Abdul Kholiq, Nur, (2013), “Hubungan antara Persepsi Masyarakat Terhadap Reformasi Birokrasi Polri dengan Intensi Melaporkan Tindak Kejahatan pada Anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat”: Persepsi terhadap reformasi birokrasi Polri memberikan sumbangan efektif sebesar 16,7% terhadap intensi melaporkan tindak kejahatan.

Hasil Kutipan dari Jurnal Internasional
Selain hasil penelitian dari keenam peneliti yang telah diuraikan di atas, peneliti juga menyertakan hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal internasional, yaitu:
	Budi Prasetiyo, dkk. (2015)“Understanding of Local Burreaucratic Apparatus Initial Step of Bureauratic Reformasi in Sumbawa Regency”: Dalam mengatasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perilaku aparat menjadi masalah yang kompleks. Adanya keinginan dan kemauan serta dukungan berbagai pihak masyarakat menjadi modal utama dalam membangun SDM birokrasi. 
	Alper OZMEN (2013) “Pasca Reformasi dan Budaya Pasca Reformasi Birokrasi di Administrasi Publik”: Argumentasi birokrasi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan struktur pasca reformasi birokrasi untuk datang sebagai kecenderungan yang membentang dan ditransformasikan pada prinsip birokrasi 




Skema teori dalam penelitian ini adalah:
a.	Sebagai Grand Theory digunakan teori administrasi, yaitu teori Administrasi Negara (yang akhir-akhir ini disebut Administrasi Publik), karena pada hakikatnya administrasi adalah merupakan kegiatan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah (Administrasi Publik). Dalam Grand Theory ini dikutip beberapa pendapat dari para ahli antara lain: teori administrasi menurut pendapat H. Simon dkk., Prayudi Admosudirjo, Sondang P. Siagian, Hadari Nawawi, serta Pfiffer dan Presthus, Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro, Arifin Abdulrachman, Edward H. Litchfield, Dwight Waldo, Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig, Denhard dan Denhard, yang akan diuraikan selanjutnya.
b.	Sebagai Midle Range Theory digunakan teori kebijakan publik, reformasi administrasi, new public management dan new public service. Dalam Midle Range Theory ini dikutip beberapa pendapat dari para ahli antara lain: Carl Friedrich, Richard Rose, Robert Eyestore, Thomas R. Dye, James E. Andersaon, dan Amir Santoso (kebijakan publik); Caiden dan Zauhar, Lee, Syihabudin dan Harahap, Yehezkel Dror (reformasi administrasi); Ferlie, Ashburner, Fitgerald, Pettigrew, Hood Vigoda, J.V. Denhard & R.B. Denhard, dan Hardiyansyah (New Public Management dan New Public Service), yang akan diuraikan selanjutnya.
c.	Sebagai Applied Theory digunakan teori reformasi birokrasi dan konsep kualitas pelayanan publik. Dalam Applied Theory ini dikutip beberapa pendapat dari para ahli antara lain: Moenir, Siagian, Thoha, Supriatna, Sadu Wasistiono, Pamudji, Ndraha, Saefullah, Soetopo dan Sugiyanti, Rasyid, Mahmudi, Lembaga Administrasi Negara, Nurmadi, Thery, Effendi dalam Widodo, Toha dalam Widodo, yang akan diuraikan selanjutnya. 

















Memandang administrasi publik sebagai suatu kegiatan pemerintah member pelayanan publik dengan tujuan utama untuk menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap keluhan dan ekspektasi masyarakat. Karena orientasinya kepada publik atau rakyat, maka negara berusaha sedemikian rupa untuk melayani rakyatnya. Kalau dahulu rakyat yang melayani negara/pemerintah, maka sekarang pemerintah/negara menjadi pelayan bagi rakyatnya. Terjadinya perubahan paradigma tersebut, di samping karena adanya tuntutan masyarakat, demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk diantaranya tuntutan desentralisasi/ otonomi daerah (untuk kasus Indonesia), perubahan dan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi,dan teknologi transportasi, juga tidak terlepas dari perubahan paradigma ilmu administrasi negara atau administrasi publik itu sendiri.
Denhard dan Denhard membagi paradigma administrasi negara menjadi 3 paradigma, yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPA) dan New Public Service (NPS). Paradigma yang paling mutakhir dalam administrasi negara menurut Denhard dan Denhard adalah NPS. Perkembangan Administrasi Publik adalah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, karena harus mampu menyelaraskan dan mengikuti dinamika masyarakat yang cepat berubah. Administrasi Publik dalam pengertian kepemerintahan mempunyai fungsi menetapkan Kebijakan Publik yang selaras dan seimbang dengan kemajuan jaman.
Kemajuan jaman (perkembangan lingkungan strategik) cenderung lebih cepat dan meninggalkan perkembangan Administrasi Publik. Oleh karena itu Administrasi Publik perlu melakukan Reformasi Birokrasi secara terus menerus sebagai tindakan antisipatif dan inovatif guna mewujudkan Good Government, bersih dan bebas dai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Menurut Edward H. Litchfield (1956), “Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin”.
Menurut Dwight Waldo (1955), “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.
Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (1960), Administrasi Publik adalah “kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya”.
Menurut pendapat Denhard dan Denhard (2003) yang menyatakan bahwa: Paradigma dalam Administrasi Publik yang melayani kebutuhan publik diartikan bahwa dalam penelitian untuk kepentingan publik maka Administrasi Publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan masyarakat sebagai warga negara melalui organisasi publik dan implementasi kebijakan.




Setiap sistem Politik suatu Pemerintahan membuat “Kebijakan Publik”, karena merupakan produk utamanya. Bentuk kebijakan beraneka ragam mulai dari UUD, UU, Peraturan Pemerintah (PP), Penpres, Keppres, dampai dengan Perda-Perda di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Salah satu contoh adalah Reformasi Administrasi, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan lain-lain. Definisi Kebijakan Publik menurut beberapa pakar antara lain:
	Menurut Carl Friedrich (1963) melihat, bahwa: “Kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
	Menurut Richard Rose (1969) berpendapat, bahwa: “Kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri”.
	Robert Eyestone (1971) membuat definisi yang sangat luas, bahwa: “Kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.
	Thomas R. Dye (1975) mengatakan, bahwa: “Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.
	James E. Anderson (1979) berpendapat, bahwa: “Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah”.
	Amir Santoto (1993) mengkategorikan pendapat para ahli ke dalam dua kelompok, yaitu:
“Pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah  keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan. Dengan demikian kebijakan publik adalah Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan ataupun suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat ke depan”.
	Michael Howlett dan M. Ramesh mendefinisikan kebijakan publik dengan melengkapi definisi yang diberikan oleh Thomas Dye, policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individuals and organizations. Birkland mendefinisikan:
“Kebijakan publik adalah sebagai suatu pernyataan pemerintah dalam mengatur atau menertibkan, policy is a statement by government of what it intends to do such as a law, regulation, ruling, decision, order or a combination of these”.
Kebijakan publik yang didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, dibagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahap, yaitu: (1) penyusunan agenda kebijakan, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, dan (5) penilaian kebijakan. Sementara itu pembuatan atas kebijakan dimaksud, ada 6 (enam) tahap dalam menentukan kebijakan publik, yaitu: (1) Identifikasi masalah (problem identification), (2) Penyusunan agenda kebijakan (agenda setting), (3) Formulasi kebijakan (policy formulation), (4) Legitimasi kebijakan (policy legitimation), (5) Implementasi kebijakan (policy implementation), (6) Evaluasi kebijakan (policy evaluation).

Konsep/Teori Reformasi Administrasi
Dewasa ini istilah Reformasi Administrasi digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang sebenarnya jauh melampaui makna yang dikandungnya. Sebagai implikasinya maka setiap reformasi terhadap aparatur administrasi baik pada aras lokal maupun aras nasional. Di pandang sebagai perubahan terencana. Istilah reformasi administrasi mengandung begitu banyak makna, mempunyai fungsi yang beragam, menimbulkan begitu banyak harapan, tetapi juga membawa “pertengkaran” yang tak kunjung usai di kalangan praktisi, pemerhati, masyarakat dan kaum teoretisi. Reformasi administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan, karena kemampuan administratif di pandang semakin penting artinya bagi terlaksananya kebijaksanaan dan rencana pembangunan. Penyempurnaan kemampuan administratif meliputi antara lain usaha-usaha untuk mengatasi masalah lingkungan, perubahan struktural dan institusi tradisional atau perubahan tingkah laku individu dan/atau kelompok, ataupun kombinasi dari keduanya.
	Menurut Lee (1971) dalam Zuhar (1996:44), bahwa: “Reformasi administrasi meliputi reformasi prosedur yang bertujuan menyempurnakan sistem atau tatanan; reformasi teknik untuk menyempurnakan metode dan reformasi program untuk menyempurnakan kinerja administrasi negara”.
	Menurut Syihabudin dan Harahap (1958:10-18), bahwa: Makna dari pengembangan administrasi terkandung di dalamnya makna Reformasi, yaitu: (1) Perubahan kelembagaan, (2) Perubahan sistem manajemen, (3) Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia, (4) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (5) Prinsip desentralisasi.
Tujuan reformasi administrasi secara internal adalah efisiensi administrasi negara itu sendiri, meminimalisasikan kelemahan atau penyakit reformasi dapat ditempuh melalui rekruitmen yang demokratis, penyesuaian lembaga, penyesuaian sistem prosedur sesuai tuntutan pelayanan publik (yang main demokratis dan meningkat).
Sedangkan 3 (tiga) tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat, menurut Dror (1971:p.23) adalah:
	Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat;
	Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan;
	Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain).

Merumuskan tujuan reformasi administrasi sangatlah rumit, karena banyaknya pihak yang terlibat, yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri, yang tidak hanya berbeda, tetapi sering bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu maka tujuan reformasi administrasi bersifat sangan subyektif. Administrasi Publik secara terus-menerus direformasi untuk memperoleh dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat untuk mendapat pelayanan publik secara maksimal.

Konsep/Teori New Public Management (NPM)
New Public Management di pandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.
New Public Management telah mengalami berbagai perubahan orientasi, antara lain:
	Orientasi pertama, the effisiency drive, mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja;
	Orientasi kedua, downsizing and decentralization, mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi cepat dan tepat;
	Orientasi ketiga: in search of excellence, mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
	Orientasi keempat: public service orientation, menekankan pada kualitas, misi dan nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberi perhatian lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi “user” dan warga masyarakat, memberi otoritas lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil mereka, menekankan societal learning dalam pemberian pelayanan publik, dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas (Ferlie, Ashburner, Fitgerald, Pettigrew, 1997).
Selanjutnya Hood Vigoda (2003), mengutarakan 7 (tujuh) komponen doktrin dalam New Public Management, yaitu:
1)	Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik;
2)	Penggunaan indikator kinerja;
3)	Penekanan yang lebih besar pada kontrol keluaran;
4)	Pergeseran perhatian ke unit yang lebih kecil;
5)	Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi;
6)	Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen;
7)	Penekanan disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya.
Dengan manajemen publik terbarukan akan berdampak kepada pelayanan publik menjadi terbarukan juga.

Konsep/Teori New Public Service (NPS)
Tahun 2003, paradigma baru The New Public Service oleh J.V. Denhard dan R.B. Denhard (2003), menyarankan meninggalkan prinsip administrasi klasik dan Reinventing Government atau New Public Management, beralih le prinsip The New Public Service, administrasi publik harus:
1)	Melayani warga masyarakat, bukan pelanggan;
2)	Mengutamakan kepentingan publik;
3)	Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan;
4)	Berpikir strategis, dan bertindak demokratis;
5)	Menyadari akuntabilitas bukan merupakan hal mudah;
6)	Melayani daripada mengendalikan;
7)	Menghargai orang, bukan hanya produktivitas.
The New Public Service (NPS) sebagai paradigma terbaru dari Administrasi Publik meletakkan pelayanan sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah. “Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interests) warga negara melalui pelayanan publik” (Hardiyansyah, 2011).
Dengan pelayanan publik terbarukan, kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat.
Applied Theory
Konsep/Teori Reformasi Birokrasi
Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata kepemerintahan yang baik. Good Governance (tata kepemerintahan yang baik): sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Birokrasi adalah suatu organisasi formal yang diselenggarakan berdasarkan aturan, bagian, unsur, yang terdiri dari pakar yang terlatih. Biasanya organisasi yang memiliki pemusatan kewibawaan yang menekankan unsur tata susila, pengetahuan teknis, dan tata cara impersonal. Birokrasi juga berarti alat kontrol yang memiliki hierarki yang berbeda dengan organisasi.
Reformasi Administrasi Negara yang akhir-akhir ini disebut “Administrasi Pulik” merupakan salah satu bidang kajian Administrasi Publik yang akhir-akhir ini semakin banyak menjadi sorotan. Secara teoritis lahirnya gejala ini sebagai akibat logis dari adanya kecenderungan pergeseran perkembangan Ilmu Administrasi Pulik yang beralih dari Normative Science ke pendekatan Behavioral – Ekologis. Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi, memaksa semua pihak, utamanya birokrasi pemerintah, untuk melakukan revisi, perbaikan dan mencari alternatif baru tentang sistem administrasi yanglebih cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman. There is nor the best, but the better, kata orang Inggris.
Pengertian Reformasi Birokrasi: seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dikutip sebagai berikut:“….. Reformasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. ……… juga bermakna sebagai sebuah pertarohan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong abad ke-21”.
	Menurut Sedarmayanti (2009:71), Reformasi Birokrasi adalah: Upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Reformasi Birokrasi berarti: (1) Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak); (2) Perubahan penguasa menjadi pelayan; (3) Mendahulukan peranan dari wewenang; (4) Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir; (5) Perubahan manajemen kinerja; (6) Pantau percontohan reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan professional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui: -Penataan kelembagaan, struktur organisasi ramping dan tidak banyak jenjang hierarkis dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan professional/fungsional daripada jabatan struktural. Penataan ketatalaksanaan, mekanisme, sistem dan prosedur sederhana/ringkas, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi serta memiliki kantor, sarana/prasarana kerja memadai. -Penataan SDM Aparatur, agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas dan kualitas (professional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi dan sejahtera). -Akuntabilitas, kinerja berkualitas, efektif, efisien dan kondusif. -Pelayanan dan kualitas pelayanan, pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan, dll.), memuaskan pelanggan dan mewujudkan good governance (ke pemerintahan yang baik).
	Menurut Sofyan Effendi dalam Sedarmayanti (2009:172), yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi sektor publik: (1) Reformasi sektor publik harus lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan netralitas birokrasi publik guna mengurangi kekaburan peranan politik antara birokrat dan politisi. Proses politisasi birokrasi dan birokratisasi politik yang terjadi sebagai akibat dominasi dan hegemoni birokrasi dalam kehidupan politik perlu dikurangi agar birokrasi publik yang professional dapat tumbuh lebih subur (Kim, 1991 dan Gafar, 1994); (2) Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengandung penuh keterbatasan dan menyebabkan inefisiensi besar. Karena itu sistem pemerintahan Praetorian yang sudah berjalan sejak awal Orde Baru perlu ditinjau kembali, dan dinilai keampuhannya secara lebih kritis sebagai penyelenggara pembangunan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu sektor publik, terutama birokrasi publik, harus mengalami pergeseran nilai, dari otoriterianisme birokratis ke otonomi demokratis, atau perubahan dari Negara pejabat menjadi Negara pelayan.
	Menurut Sedarmayanti (2000:82-83), mengungkapkan bahwa “Pemberdayaan organisasi dapat dilakukan dengan cara melakukan revitalisasi semua sumber daya yang dimiliki organisasi, sehingga memberi energi baru secara optimal, agar dapat menghasilkan organisasi lebih berdaya guna dan berhasil guna”.
	Menurut Gouillart dan Kelly (1995:25) Reformasi organisasi adalah “Perubahan organisasi yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan organisasi dengan menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya”. 
Reformasi dapat ditempuh melalui rekruitmen yang demokratis, penyesuaian lembaga, penyesuaian sistem prosedur sesuai tuntunan pelayanan publik (yang makin demokratis dan meningkat). Melakukan reformasi administrasi Negara berarti melakukan reformasi birokrasi. Dengan kata lain reformasi administrasi disebut juga reformasi birokrasi, karena birokrasi itu sendiri adalah lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan. Dengan demikian jika ingin melakukan reformasi administrasi Negara yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat maka terlebih dahulu harus melakukan reformasi birokrasi.

Tujuan Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dankode etik aparatur Negara. Sasaran Reformasi Birokrasi: (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; (3) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi
Beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat dikemukakan sebagai berikut:
a)	Outcomes oriented
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.
b)	Terukur
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.
c)	Efisien
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan professional.
d)	Efektif
Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
e)	Realistik
Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistic dan dapat dicapai secara optimal
f)	Konsisten
Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.
g)	Sinergi
Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antarkegiatan di setiap instansi.
h)	Inovatif
Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
i)	Kepatuhan
Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
j)	Dimonitor
Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.
Reformasi merupakan dampak dari pergeseran paradigma bisnis dalam perubahan orientasi dan aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Perubahan di dalam lingkungan bisnis seperti ekonomi, politik dan sosial menyebabkan perubahan di dalam paradigma bisnis. Untuk bertahan di era yang sangat kompetitif sebuah organisasi harus menyesuaikan seluruh dimensi organisasi sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Respon organisasi terhadap perubahan dapat di mulai dengan memformulasikan kembali dimensi-dimensi perusahaan. Oleh karena itu harus terdapat keterkaitan antara dimensi-dimensi di atas agar organisasi dapat berfungsi secara efektif.
Adapun paradigma dari reformasi termaksud adalah sikap yang melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI. Dengan Reformasi Birokrasi Polri, pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Polri dapat terwujud. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh Administrasi Publik (Pemerintah) tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function).

Konsep/Teori Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan Publik 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur berbagai aspek Pelayanan Publik, yaitu: (1) Ketentuan Umum, (2) Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup, (3) Pembinaan, di organisasi Penyelenggara dan Penataan Pelayanan Publik, (4) Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara, (5) Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (6) Peran serta Masyarakat, (7) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, dan (8) Ketentuan Saksi. Sehingga aspek-aspek yang termuat dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Pelayanan Publik termaksud sudah cukup mengatur untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan Pelayanan Polri kepada masyarakat.
	Selanjutnya dikemukakan pemahaman terhadap konsep pelayanan publik (public service). Pelayanan menurut Moenir (1992) adalah serangkaian kegiatan karena merupakan suatu proses, sebagai proses pelayanan langsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 
	Siagian (1992, 128-129) mengatakan, bahwa: Teori klasik ilmu administrasi Negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state) sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state).
Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaanya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.
Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. “Administrator lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri”. (Thoha, 1991:176-177). 
Guna menemukan formula dan metode yang tepat dalam upaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi publik, maka dibutuhkan penilaian terhadap kinerjanya sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi publik dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Selain itu, penilaian terhadap kinerja pelayanan juga penting untuk memberikan tekanan kepada pejabat yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan tersebut.
Pamudji (1994:21) mendefenisikan konsep pelayanan publik (public service), yaitu: “Berbagai kegiatan pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Penjelasan yang diberikanPamudji ini menegaskan bahwa konsepsi pelayanan publik tidakdapat dilepaskan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.
Konsep pelayanan publik berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, Ndraha (1997:60) menyatakan bahwa: “produk yang dibutuhkan masyarakat berkisar pada barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar dan jasa publik) dan pelayanan sipil”.Pendapat lain mengenai konsep pelayanan publik dikemukakan oleh Saefullah (1995:5) yang berpendapat bahwa:“pelayanan umum (public service) merupakan pelayanan yang diberikan pada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk yang bersangkutan”. Pengertian yang diberikan oleh Saefullah ini menegaskan bahwa pada dasarnya pelayanan publik merupakan sebuah proses interaksi antara pihak yang memberi pelayanan (pemerintah) dengan pihak yang diberi pelayanan (masyarakat). 
Secara lebih spesifik, Soetopo dan Sugiyanti (1998:19) mendefenisikan pelayanan publik adalah: Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Pelayanan Publik pada hakekatnya adalah pelayanan diberikan kepada masyarakat. “Pelayanan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama” (Rasyid, 1998).
Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan professional dan dengan adanya tujuan dari suatu program yang dilaksanakan maka pencapaian terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan dengan pengawasan dari masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pelayanan publik tadi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatanan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum adalah: (1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum; (2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna; (3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
	Menurut Mahmudi (2005:229), bahwa: “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayan publik (aparatur negara) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.
	Mahmudi juga mengklasifikasikan pelayanan publik kedalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu: (1) Pelayanan Kebutuhan Dasar, terdiri dari: -Kesehatan, -Pendidikan dasar, -Bahan kebutuhan pokok masyarakat; (2) Pelayanan Umum, terdiri dari: a) Pelayanan administrasi. b) Pelayanan Barang.
	Selain itu Mahmudi juga memandang pelayanan publik dari dua sisi yang berbeda dalam mencapai tujuannya, yaitu: (1) Orientasi pada proses yang menyangkut pada masalah responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas dan keterbukaan; (2) Orientasi pada hasil yang menyangkut pada masalah efektivitas, efisiensi, produktivitas dan kepuasan.
Penyelenggaraan pelayanan umum menurut Lembaga Administrasi Negara (1998), dapat dilakukan dengan berbagai pola antara lain: (1) Pola Pelayanan Fungsional yaitu pola pelayanan umum yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Pola ini mengakomodir kondisi daerah dengan beban tugas, volume dan intensitas kegiatan pelayanan publik sehingga sangat realistis apabila dibawahi oleh organisasi yang membidanginya; (2) Pola Pelayan Terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan terkait yang bersangkutan. Pola pelayanan terpusat atau lembaga independen (unit pelayanan) yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu. Organsisasi birokrasi atau lembaga independen diberi tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara terpusat. Pelayanan publik yang memiliki proses keterkaitan, proses pengajuan permohonan dan proses penyelesaiannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau parallel di suatu tempat yang terpusat pada organisasi birokrasi peyelenggara pelayanan. Tujuan dari pola pelayanan terpusat adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna dan penerima jasa layanan yang secara efisien dan efektif dilihat dari sisi waktu dan masyarakat pengguna pelayanan cukup datang kesatu tempat dan berhadapan dengan satu penyelenggara dan tidak perlu mendatangi organisasi publik yang terikat namun berada pada lokasi yang berbeda juga; (3) Pola Pelayanan Terpadu. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis pelayanan, yaitu: (1) Pelayanan Pemerintah, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintah seperti Pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak/Retribusi Daerah dan Imigrasi; (2) Pelayanan Pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktivitas warga masyarakat seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya; (3)  Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon dan transportasi; (4) Pelayanan kebutuhan pokok merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan yang murah; (5) Pelayanan kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kagiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.
	Nurmadi (1994:4) menjelaskan, bahwa: Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dicirikan kedalam bentuk: tidak dapat untuk memilih konsumen, peranannya tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, politik yang menginstitusionalkan konflik, pertanggungjawaban yang kompleks, sangat sering diteliti, semua tindakan harus mendapatkan justifikasi, memiliki tujuan dan output yang sangat sulit untuk diukur atau ditentukan.
	Thery (dalam Thoha, 2002) menjelaskan, bahwa: “Lima unsur pelayanan yang memuaskan adalah: merata dan sama, diberikan tepat pada waktunya, memenuhi jumlah yang dibutuhkan, berkesinambungan, dan selalu meningkatkan kualitas serta pelayanan (progressive service)”.
	“Setiap orang mengharapkan pelayanan yang unggul yaitu sikap atau cara pegawai dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat” (Thoha dalam Widodo, 2001).
Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 
Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut: (1) Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya; (2) Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers; (3) Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka; (4) Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; (5) Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain. 
Sedarmayanti (2014,271-275) mengemukakan, bahwa pelayanan prima adalah: Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal sesuai dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, ramah). Hal yang melekat dalam pelayanan prima: (1) Keramahan; (2) Kredibilitas; (3) Akses; (4) Penampilan fasilitas. 
Kemampuan dalam menyajikan pelayanan: Identifikasi 10 ciri pemimpin-pelayan: (1) Mendengarkan; (2) Empati; (3) Menyembuhkan; (4) Kesadaran (kesadaran dirinya); (5) Persuatif (6) Konseptualis; (7) Kemampuan meramalkan; (8) Kemampuan melayani; (9) Komitmen pertumbuhan manusia; (10) Membangun masyarakat.
Strategi penyusunan standar pelayanan prima: (1) Identifikasi siapa yang menjadi pelanggan pada tiap jenis layanan; (2) Memahami apa yang dibutuhkan pelanggan; (3) Identifikasi jenis layanan; (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan suatu pelayanan; (5) Sistem dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan; (6) Menetapkan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang menangani layanan; (7) Menetapkan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan/dipakai; (8) Menetapkan standar waktu penyelesaian suatu pelayanan; (9) Menetapkan standar harga/biaya yang diperlukan dalam tiap jenis layanan (bila ada); (10) Petugas yang menerima keluhan/kontak person, dan lain-lain.
Hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas pelayanan prima: (1) Akurasi pelayanan; (2) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; (3) Tanggung jawab; (4) Kelengkapan; (5) Kemudahan mendapatkan pelayana; (6) Variasi model pelayanan; (7) Pelayanan pribadi; (8) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.
Strategi pelayanan prima yang mengacu kepuasan/keinginan pelanggan dapat ditempuh melalui: (1) Implementasi visi misi pelayanan pada semua tingkat yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan); (2) Hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua aparatur yang memberi pelayanan; (3) Dalam pelaksanaan pelayanan prima, didukung sistem dan lingkungan yang dapat memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan pelayanan prima; (4) Pelaksanaan pelayanan prima aparatur pemerintah, didukung sumber daya manusia, dana dan teknologi canggih tepat guna; (5) Pelayanan prima dapat berhasil guna, apabila organisasi menerbitkan standar pelayanan prima yang dapat dijadikan pedoman dalam melayani dan panduan bagi pelanggan yang memerlukan jasa pelayanan;
Standar pelayanan prima dapat diwujudkan melalui: (1) Konsepsi penyusunan standar pelayanan prima; (2) Concept (gagasan terbaru dan tercanggih); (3) Competency (kemampuan beroperasi pada standar yang tinggi di mana saja); (4) Connection (hubungan yang baik)
Prinsip pengembangan pelayanan prima: (1) Rumusan organisasi; (2) Penyebaran visi dan misi. Sasaran pelayanan yang “SMART”: (1) Specivic (spesifik); (2) Measurable (dapat diukur); (3) Achievable (dapat dicapai); (4) Relevant (sesuai kepentingan); (5) Timed (jelas waktunya).
Variabel pelayanan prima: (1) Pemerintah yang bertugas melayani; (2) Masyarakat yang dilayani pemerintah; (3) Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik; (4) Peralatan/sarana pelayanan yang canggih; (5) Sumber yang tersedia untuk diramu dalam kegiatan pelayanan;
Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standar dan asas pelayanan masyarakat; (1) Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; (2) Perilaku yang terlibat dalam pelayanan masyarakat; pejabat dan masyarakat, apakah masing-masing menjalankan fungsinya (SESPANAS LAN, 1998).

Paradigma Pelayanan Prima
Kategori dalam mengkaji pelayanan prima: Pertama, kategori berdasar: (1) Analisis makro; (2) Analisis mikro. Kedua, kategori berorientasi pada model Mc. Kinsey yang mengkaitkan upaya pelayanan prima dengan tujuh unsur “S”, yakni: (1) Strategy (strategi); (2) Structure (struktur); (3) System (sistem); (4) Staff (staf), (5) Skill (keterampilan); (6) Style (gaya); (7) Share value (nilai.....). Ketiga, analisis yang mengarahkan kajian pada aspek: (1) Human factor (faktor manusia); (2) Non-human factors (faktor bukan manusia)
Kepuasan pelanggan (masyarakat) dapat dicapai apabila aparatur pemerintah yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan dapat mengerti dan menghayati serta berkeinginan melaksanakan pelayanan prima.
Ciri khas pemimpin pelayan: (1) Mendengarkan; (2) Empati; (3) Menyembuhkan; (4) Kesadaran; (5) Bujukan atau persuasif; (6) Konseptualisasi; (7) Kemampuan meramalkan; (8) Kemampuan melayani; (9) Komitmen terhadap pertumbuhan manusia; (10) Membangun masyarakat (Larry Spears).
Strategi penyusunan standar pelayanan prima: (1) Identifikasi siapa yang menjadi pelanggan pada tiap jenis layanan; (2) Memahami yang dibutuhkan pelanggan; (3) Identifikasi jenis pelayanan; (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan pelayanan; (5) Sistem dan prosedur mendapatkan pelayanan; (6) Menetapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang menangani pelayanan; (7) Menetapkan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan/dipakai; (8) Menetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan; (9) Menetapkan standar harga/biaya yang diperlukan dalam tiap jenis pelayanan (bila ada); (10) Petugasyang menerima keluhan/kontak person, dan lainnya.
Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang pelayanan publik yang ada di atas, dalam konteks pemerintahan daerah pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau yang melayani keperluan orang lain atau masyarakat serta organisasi yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 
Dengan demikian terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: (1) Unsur yang pertama, organisasi penyelenggara (pemberi) pelayanan yaitu: Pemerintah Daerah, unsur ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan pemerintah daerah bersikap statis dalam memberikan layanan, karena memang layanan dibutuhkan dan diperlukan oleh orang atau masyarakat/organisasi yang berkepentingan; (2) Unsur yang kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat/organisasi yang berkepentingan; (3) Unsur yang ketiga, adalah kepuasan pelanggan yang menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan harus menjadi perhatian penyelenggara pelayanan dalam hal ini pemerintah daerah dan untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, dan dilakukan upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja menajemen pemerintahan daerah. 

Kualitas Pelayanan Publik
Sebelum membahas upaya/konsep “meningkatkan kualitas” pelayan publik secara lengkap, terlebih dahulu akan dibahas konsep kualitas. Konsep kualitas banyak dibahas dalam studi-studi manajemen, pengertian atau makna atas konsep kualitas sendiri telah diberikan oleh banyak pakar manajemen dengan berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan defenisi-defenisi yang beragam. Tjiptono (1995:51) berkaitan dengan konsep kualitas mengemukakan, bahwa “konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan sebuah produk barang atau jasa yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran tentang seberapa jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan”.
Menurut Sedarmayanti (2014, 275-279), dalam bukunya yang berjudul “Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi (untuk menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan”. 
Hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas pelayanan: (1) Akurasi pelayanan; (2) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; (3) Tanggung jawab; (4) Kelengkapan; (5) Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan; (6) Variasi model pelayanan; (7) Pelayanan pribadi; (8) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Kualitas pelayanan mengacu kepada pengertian: (1) Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik langsung maupun atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasan atas penggunaan produk itu; (2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas kekurangan/ kerusakan (Gasperz, 1995).
Prinsip menyiapkan kualitas pelayanan: (1) Terjamah: penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan komunikasi material; (2) Handal: kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki ketergantungan; (3) Pertanggungjawaban: rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan; (4) Jaminan: pengetahuan, perilaku, dan kemampuan pegawai; (5) Empati: perhatian perorangan pada pelanggan (Lovelock, 1992)
Dimensi kualitas pelayanan: (1) Reliability (handal), kemampuan untuk memberi secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjian kepada konsumen/pelanggan; (2) Responsiveness (pertanggungjawaban), kesadaran/keinginan membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat; (3) Assurance (jaminan), pengetahuan/wawasan, kesopanan- santunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap konsumen; (4) Emphaty (empati), kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi perlindungan, berusaha mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen; (5) Tangibles (terjemah), penampilan pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti: peralatan/perlengkapan yang menunjang pelayanan (Fitzsimmons, 1994).
Dimensi tolok ukur kualitas pelayanan: (1) Tangibles (terjemah), fasilitas fisik, peralatan, personel dan komunikasi; (2) Reliability (handal), kemampuan unit pelayanan menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; (3) Responsiveness (pertanggungjawaban), kemauan membantu konsumen, bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan; (4) Competence (kompeten), tuntutan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberi pelayanan; (5) Courtesy (sopan), sikap/perilaku ramah, bersahabat, tanggap keinginan konsomen, mau melakukan kontak/hubungan pribadi; (6) Credibility (jujur), sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat; (7) Security (aman), jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan risiko; (8) Access (kemudahan), untuk mengadakan kontak dan pendekatan; (9) Communications (komunikasi), kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat; (10) Understanding the Customer (mengerti akan pelanggan), melakukan usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan (Zethaml, 1990).
Langkah menghilangkan hambatan: (1) Identifikasi hambatan yang ada; (2) Mengkategorikan yang ada; (3) Menetapkan prioritas untuk diselesaikan; (4) Menyelesaikan masalah; (5) Komunikasi; (6) Evaluasi terus-menerus; (7) Perbaikan terus-menerus dengan menggunakan model USE PDSA: Understand service quality improvement needs (memahami kebutuhan perbaikan kualitas), State the quality problem(s) (mengevaluasi akar penyebab kualitas), Evaluate the root cause(s) (mengevaluasi penyelesaian masalah kualitas), Plan the solution(s) (merencanakan penyelesaian masalah kualitas), Do or implement the solution(s) (melaksanakan/ menerapkan rencana solusi terhadap masalah kualitas), Study the solutions(s) results (mempelajari hasil solusi terhadap masalah kualitas), Act to standardize the solution(s) (bertindak untuk menstandarisasikan solusi masalah kualitas); (8) Hubungan pemasok pelanggan; (9) Pemberdayaan pegawai; (1) Pendidikan dan pelatihan (Gaspersz, 1997).
Keberhasilan pengembangan manajemen kualitas suatu organisasi tergantung pada dua hal pokok: (1) Keinginan besar dari manajemen puncak untuk menerapkan prinsip kualitas dalam organisasi; (2) Prinsip kualitas diakomodasikan dalam sistem manajemen kualitas (Gaspersz).
Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1995:51) mendefenisikan kualitas sebagai: ”Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Mengamati kedua definisi tersebut terlihat bahwa walaupun terdapat perbedaan, namun secara implisit juga terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut terletak pada konsepsi kualitas sebagai kondisi yang dapat memenuhi apa yang seharusnya. Hanya saja, oleh Tjiptono apa yang seharusnya tersebut disebut sebagai memenuhi persyaratan atau spesifikasi tertentu. 
Menurut pengertian kualitas menurut J. Supranto (2001) adalah: Sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Keunggulan suatu produk jasa sangat tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut apakah sudah sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Berkaitan dengan konsep kualitas, yang akan dikemukakan pandangan Tjiptono (1996:21), yang setelah melakukan evaluasi terhadap banyak definisi konsep kualitas, kemudian menarik 7 (tujuh) definisi yang paling sering dikemukakan tentang konsep kualitas, yaitu: (1) Kesesuaian dengan persyaratan dan tuntutan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3) Perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan atau cacat; (5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, (6) Melakukan sesuatu secara benar semenjak awal; (7) Sesuatu yang membahagiakan pelanggan. Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat  diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu antara lain: (1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses; (2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan; (3) Kesopanan, keramahan, perhatian dan persahabatan dalam memberikan pelayanan; (4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan (5) Banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer; (6) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat, (7) pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain; (8) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain. 
Sebagai sebuah sistem, maka tentu saja masalah kualitas mencakup berbagai unsur atau elemen yang satu sama lain saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga apa yang terjadi pada salah satu elemen atau unsur akan mempengaruhi kondisi atau keadaan pada elemen atau unsur lainnya. Hal ini karena, sebuah sistem pada dasarnya adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai macam elemen atau unsur, yang satu sama lain saling berhubungan, bergantung dan pengaruh mempengaruhi. Menurut Gasperzs (dalam Sampara Lukman, 1999:107) menjelaskan 5 (lima) karakteristik dasar dari sistem kualitas modern, sebagai berikut: (1) Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan. Produk-produk didesain sesuai dengan keinginan pelanggan melalui suatu riset pasar, kemudian diproduksi dengan cara-cara yang baik dan benar sehingga produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi desain (memiliki konformasi yang tinggi), serta pada akhirnya memberikan pelayanan purna jual kepada pelanggan; Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpim oleh manajemen puncak (top management) dalam proses peningkatan kualitas secara terus menerus; (3) Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas; (4) Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendeteksi kerusakan saja; (5) Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan ”jalan hidup” (way of life).
Penjelasan mengenai 5 (lima) karakteristik atau ciri dari sistem kualitas itu makin menegaskan pengertian, bahwa konsep kualitas itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dan ditentukan oleh banyak elemen atau unsur, seperti partisipasi aktif semua pihak, adanya filosofi kualitas, orientasi kepada pelanggan, tindakan pencegahan dan lain-lain, yang kesemuanya apabila dilakukan dengan baik akan menuju pada suatu bentuk kualitas atau sistem kualitas modern. Konsepsi kualitas sebagai sebuah sistem ini sekaligus menegaskan bahwa masalah kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat ditentukan oleh banyak faktor yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas juga membutuhkan perbaikan pada berbagai faktor tersebut secara simultan. 
Dari defenisi yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan merupakan serangkaian proses meliputi kebutuhan masyarakat yang dilayani secara berkesinambungan. Dilihat dari ilmunya, administrasi merupakan pelayanan dan memang salah satu fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Kenyataan dalam praktik sering terdapat pandangan bahwa birokrasi pemerintah atau setiap berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukkan gejala yang mengecewakan berbelit-belit, lama, tidak terbuka, mahal, dan tidak memuaskan termasuk kurangnya koordinasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korup, dan tidak bertanggung jawab. Kualitas pelayanan publik dapat dikatakan telah meningkat apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah maksimal (prima).
	Menurut Keputusan Men PAN dan RB Nomor: 81 Tahun 1995, “Pelayanan Prima adalah pelayanan yang memberikan kepuasan pelanggan/pengguna (stakeholders)”.
	Kualitas pelayanan publik menurut Wykcof sebagaimana dikutip Tjiptono (1996:59), memberikan pengertian kualitas pelayanan sebagai: ”Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan/masyarakat”. 
Ini berarti apabila jasa atau pelayanan yang diterima (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya, apabila jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan akan dipersepsikan buruk. Inti dari penjelasan Wyckof ini adalah bahwa kualitas pelayanan umum terkait dengan upaya untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan yang dituntut atau yang diinginkan oleh peminta layanan atau masyarakat atau pelanggan. Semakin tinggi tingkat pemenuhan harapan tersebut, semakin tinggi pula tingkat kualitas pelayanan yang diberikan, dan sebaliknya semakin tidak memenuhi harapan pelanggan atau pemohon layanan, berarti semakin tidak berkualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemberi layanan tersebut.
	Menurut Triguno (1997:58), “kualitas pelayanan menunjuk pada pengertian melayani setiap saat secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta professional dan mampu”. Mengikuti penjelasan dari Triguno ini terlihat bahwa suatu pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila menunjukkan sejumlah ciri atau karakter, seperti cepat, memuaskan, sopan, ramah dan professional. Kombinasi dari berbagai ciri pelayanan ini secara simultan yang oleh Triguno dikatakan sebagai pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan saja bagi masyarakat yang menerima pelayanan, tetapi juga bagi organisasi atau pemerintah yang menyelenggarakan layanan. Berkaitan dengan hal tersebut Rasyid (1997:3-4) mengemukakan manfaat yang diperoleh dari optimalisasi pelayanan yang efisien dan adil adalah: ”Secara langsung dapat merangsang lahirnya respek masyarakat atas sikap professional para birokrat sebagai abdi masyarakat (servant leaders). Pada tingkat tertentu kehadiaran birokrat yang melayani masyarakat secara tulus akan mendorong terpeliharanya iklim kerja keras, disiplin dan kompetitif”. 
	Selanjutnya Tjiptono (1996:79) mengemukakan sejumlah manfaat yang diperoleh organisasi penyedia layanan, apabila mampu menyelenggarakan layanan secara berkualitas, sebagai berikut: (1) Hubungan perusahaan (organisasi) dengan para pelanggannya menjadi harmonis; (2) Memberikan dasar yang baik bagi pelanggan/ pembelian ulang; (3) Dapat mendorong terciptanya loyalitas; (4) Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mounth) yang menguntungkan perusahaan atau organisasi; (5) Laba yang diperoleh dapat meningkat.
	Dari paparan Tjiptono terlihat, bahwa penyelenggaraan layanan yang berkualitas mempunyai peranan strategis dalam menciptakan komunikasi dan kepercayaan dari masyarakat sebagai penerima layanan, bahkan melalui layanan yang berkualitas, masyarakat penerima layanan dengan sukarela akan melakukan kampanye positif terhadap warga masyarakat lainnya. 
	Thoha (2002) berpendapat, bahwa: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, organisasi publik (birokrasi publik) harus mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka mendorong menuju kearah yang sesuai, kolaboralitas dan dialogis dan dari cara-cara sloganis menuju cara kerja realistik pragmatik.
Berikut akan dikemukakan pandangan para ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Thoha (1995:181) mengemukakan 2 (dua) faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, yaitu: (1) Faktor Individual menunjuk pada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi tentu semakin besar kemungkinan organisasi yang bersangkutan untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas; (2) Faktor Sistem yang digunakan untuk menunjuk pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang digunakan. Dalam hal ini pada umumnya semakin rumit dan berbelit-belit prosedur mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik (public service), justru semakin sulit mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, semakin sederhana dan transparan mekanisme prosedur yang digunakan, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Strategisnya faktor sumber daya manusia dalam organisasi sebagai salah satu determinan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal demikian pada dasarnya menegaskan apa yang dikemukakan oleh Supriyatna (1999:48), bahwa: ”Sumber-sumber lain seperti uang, material, mesin dan lain-lain tidak banyak artinya bilamana unsur sumber daya manusia yang mengelolanya kurang memiliki profesionalisme yang tinggi”. Pandangan demikian pada umumnya dikaitkan dengan kenyataan bahwa seberapapun tersedia berbagai sumber daya lain dalam organisasi, seperti sumber daya keuangan, dan teknologi, pada akhirnya berfungsi atau tidaknya kesemua sumber daya tersebut akan ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya tersebut. Sementara itu, menurut Djaenuri (2002:115-116) terdapat empat aspek penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, yaitu: (1) Aspek organisasi; (2) Aspek personil; (3) Aspek keuangan; dan (4) Aspek sarana dan prasarana pelayanan. 
Kristiadi (1998:135) mengemukakan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, yaitu: 1) Faktor Organisasi, 2) Faktor Aparat, dan 3) Faktor Sistem Pelayanan.
Faktor Organisasi 
Pengertian sejalan dengan Robbins (1995) bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dibagi, kepada siapa melapor, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Robbins juga mengatakan bahwa struktur organisasi mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu: (1) Kompleksitas berarti bahwa dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi termasuk didalamnya tingkat spesialisasi atau pembangian unit kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauhmana unit-unit organisasi tersebar secara geografis; (2) Formalisasi berarti bahwa dalam struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana suatu kegiatan itu dilaksanakan (standart Operating Prosedures), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan; (3) Sentralisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah disentralisasi atau didesentralisasi.
Berdasarkan pengertian organisasi tersebut bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang penting dalam organisasi sehingga berpengaruh juga terhadap kualitas pelayanan. Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability yang artinya setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa adanya pertimbangan dan peran dari masyarakat. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. 
Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. Price maupun Mott dalam Juvintarto (1998:30-31) melihat konsep efektivitas organisasi dari lima kriteria, yaitu produktivitas, moral, konformitas, daya adaptasi dan pelembagaan. Sedangkan Steers (1985:192) memandang konsep keefektifan organisasi dari lima kriteria yakni kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan), produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba dan pencarian sumber daya. Syamsi (1988:2) menekankan keefektifan organisasi pada efeknya dan hasil gunanya, tanpa atau kurang memperdulikan pengorbanan yang diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sementara itu Indra Wijaya (1986:215) memandang konsep keefektifan organisasi dari lima kriteria yaitu efisiensi, adaptabilitas, kepuasan, fleksibilitas dan produktivitas. 
Dengan demikian apabila komponen struktur organisasi yang mendukung disusun dengan baik antara pembagian kerja atau spesialisasi sesuai kebutuhan, saling menunjang, tugas dan tanggung jawab yang jelas, tidak tumpang tindih dan tingkatan dalam organisasi akan memungkinkan pengawasan dan fungsi pelayanan publik yang efektif. Struktur organisasi desentralisasi memungkinkan untuk lebih fleksibel, letak pengambilan keputusan disusun dengan mempertimbangkan untung rugi dari sistem sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi yang berlebihan bisa menimbulkan ketidakleluasaan dan mengurangi semangat dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan desentralisasi yang berlebihan bisa menyulitkan dalam kegiatan pengawasan dan koordinasi. Untuk struktur organisasi perlu diperhatikan apakah ada petugas pelayanan yang mapan, apakah ada pengecekkan penerimaan atau penolakan syarat-syarat pelayanan, kerja yang terus-menerus berkesinambungan, apakah ada manajemen yang komitmen, struktur yang cocok dengan situasi dan kondisi dan apakah ada sumberdaya yang mapan. Dalam pengendalian pelayanan perlu prosedur yang baik yaitu penentuan ukuran, identifikasi, pemeliharaan catatan untuk inspeksi dan peralatan uji, penilaian, penjaminan dan perlindungan (Gaspersz, 1994). Struktur organisasi yang demikian akan berpengaruh positif terhadap pencapaian kualitas pelayanan. 
Akan tetapi, apabila struktur organisasi tidak disusun dengan baik maka akan menghambat kualitas pelayanan publik tersebut. Berdasarkan uraian tentang struktur organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian tentang kualitas pelayanan publik ini adalah: (1) Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi; (2) Kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi; (3) Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan.

Faktor Aparat 
Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan atau ability sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik (Bibson, 1991), sedangkan skill atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas (Soetopo, 1999). Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai berikut: (1) Tingkat pendidikan aparat, (2) Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, (3) Kemampuan melakukan kerjasama, (4) Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi, (5) Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, (6) Kecepatan dalam melaksanakan tugas, (7) Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik, (8) Tingkat kemampuan dalam pertanggungjawaban kepada atasan, (9) Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
Selain itu, Zeithaml, Valarie A dalam Supranto (2001:3) mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: (1) Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, (2) Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat, (3) Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri, (4) Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui aparatur dalam memberikan pelayanan publik setidaknya para pelayan harus: (1) Mengetahui kebutuhan yang akan dilayani, (2) Menerapkan persyaratan menajemen untuk mendukung penampilan dan kinerja, (3) Memantau dan mengukur kinerja. 
Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian bahwa ada 7 (tujuh) hal yang harus dihindari oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, ketidaktahuan pemerintah akan hal ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah antara masyarakat dengan pemerintahnya, yaitu: (1) Apatis, (2) Menolak berurusan, (3) Bersikap dingin, (4) Memandang rendah, (5) Bekerja bagaikan robot, (6) Terlalu ketat pada prosedur, (7) Seringnya melempar urusan kepada pihak lain. 
Sementara itu, peneliti lain pernah melakukan penelitian untuk mengetahui faktor buruknya kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintah, yang lebih banyak disebabkan: (1) Gaji rendah, (2) Sikap mental aparat pemerintah, (3) Kondisi ekonomi buruk pada umumnya. Untuk itu sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan publik agar kualitas layanan menjadi lebih baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya: (1) Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan, (2) Mendapat pelayanan yang wajar, (3) Mendapat pelayanan yang sama tampa pilih kasih, (4) Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang (transparansi). 

Faktor Sistem Pelayanan 
Definisi sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan, bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks teroganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh (Pamudji, 1981). Pada sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Dengan demikian sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayann yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan menganggu pula keseluruhan palayanan itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan seperti mahalnya biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra pelayanan di suatu tempat. 
Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda maka diperlukan pedoman umum yang digunakan khususnya bagi instansi pemerintah. Sepuluh prisip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kesepuluh prinsip pelayanan tersebut adalah: (1) Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan; (2) Kejelasan: (a) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan ublik, (b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, (c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pelayanan; (3) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; (4) Akurasi. Produk pelayan publik diterima dengan benar, tepat dan sah; (5) Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum; (6) Tanggungjawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyesuaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; (7) Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana dan tehnologi telekomunikasi dan informatika; (8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi; (9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan. Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan iklas; (10) Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung layanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.

7.	Kerangka Pemikiran
Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik harus dilaksanakan secara terus menerus karena institusi Polri harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai ekspektasi masyarakat yang selalu berubah mengikuti perkembangan lingkungan sosial kemasyarakatan yang bergerak sangat cepat. Polri yang mengemban fungsi: “pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” (UU No. 2 Th. 2002), adalah salah satu lembaga pemerintah/birokrasi sebagai pelaksana administrasi publik yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan publik.
Polri sebagai pelaksana administrasi publik harus mengimplementasi-kan semua kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Pasal 4, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:
Salah satu asas yang ditetapkan dalam UU RI No. 25 Th 2005 termaksud adalah keprofesionalan (profesionalisme) setiap petugas/anggota penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Polri). Oleh karena itu setiap anggota Polisi sebagai pelayan masyarakat harus akuntabilitas, responsive, efisien, berorientasi pada pelayanan profesional dan taat asas. Sejatinya tidak ada alasan bagi setiap insan Polisi untuk tidak profesional, karena setiap warga negara yang telah menjadi Polisi telah mengikuti pendidikan pembentukan (Diktuk) Polri baik tingkat Tamtama, Bintara, maupun Perwira. Hal ini berarti setiap insan Polri telah melalui seleksi yang ketat, telah mengikuti pendidikan kepolisian (knowledge dan skill).
Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan publik, seperti: (1) UU No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara RI, (2) UU No. 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik, (3) UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan-peraturan lainnya, (4) Peraturan Kapolri No. 14 Th 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, (5) Surat Keputusan Kapolri Nopol.: Skep/423/II/2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas), (6) Surat Keputusan Kapolri Nopol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, (7) Pedoman Hidup “Tribrata” dan Pedoman Kerja “Catur Prasetya” serta Visi/Misi Polri, Tujuan, Tupoksi dan Strategi/Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi Polri. Oleh Polri telah menyusun Program Reformasi Birokrasi Polri yang harus dilaksanakan seluruh jajarannya (satker/satwil) mulai dari Mabes Polri, Polda-Polda, Polres dan Polsek di wilayah hukum nusantara secara nasional. Sejatinya Institusi Polri telah melakukan upaya-upaya peningkatan citra, profesionalisme kinerja dan kualitas pelayanan paling tidak sejak tahun 1982 dengan berbagai penamaan seperti: pembenahan Polri, dan seterusnya.
Pembenahan yang dilakukan oleh Birokrasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Awaludin Djamin yang dikenal dengan Program Pembenahan Dasar Polri dan terus dilanjutkan oleh Kapolri-Kapolri berikutnya dengan melakukan konsolidasi dan fungsionalisasi terhadap tugas-tugas Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Anton Soedjarwo; menetapkan Prinsip-prinsip Penuntun Tugas bagi segenap jajaran Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanusi; selanjutnya oleh Kapolri Jenderal Polri Drs. Kunarto telah memompakan semangat dan tekad untuk melaksanakan tugas-tugas Polri dengan seaik-baiknya sesuai semboyan: “Tekadku Pengabdian Terbaik, Sukses melalui Kebersamaan”. Terus dilanjutkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Banurusman dengan kebijakannya “Kembali ke Jati Diri Polri”, dengan menetapkan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri, kemudian dikeluarkannya kebijakan memperbaiki Penampilan Polri melalui penampilan perorangan, kesatuan dan penampilan operasional pelaksanaan tugas-tugas Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo serta Kapolri Jenderal Polisi Drs. Rusmanhadi, S.H. mengeluarkan Buku Biru (Blue Print) tentang Kebijakan Reformasi Polri.
Oleh Kapolri-Kapolri berikutnya setelah memasuki era reformasi yaitu sejak tahun 1998, telah digelar reformasi di bidang struktural, instrumental dan kultural. Bidang struktural dan instrumental dapat dikatakan telah berhasil dengan berpisahnya Polri dari ABRI dan berada di bawah Presiden, serta telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penjabaran dari TAP MPR RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Penetapan Peran TNI dan Polri.
Sehingga secara empiris terlihat berbagai upaya-upaya penguatan/- vital (revitalization) dan perbaikan citra Polri telah dilakukan secara terus menerus, namun masyarakat merasakan bahwa pelayanan Polri belum seperti yang diharapkan apalagi “Prima”. Reformasi Birokrasi yang memuat Program Revitalisasi Polri merupakan dasar bagi semua perubahan gelar kinerja Polri di lapangan, yang disesuaikan dengan harapan masyarakat, yang menghendaki Polri memberikan rasa aman dan pelayanan prima kepada masyarakat terus dilakukan. 




































Gambar : Kerangka Pemikiran

8.	Proposisi Penelitian
Proposisi pada penelitian ini adalah menemukan hubungan antara konsep reformasi dengan konsep kualitas pelayanan, pada saat semua langkah pemenuhan pelaksanaan pemberian layanan sudah dilakukan sesuai landasan teoritis dan kualitas layanan masih dirasakan rendah, maka jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah melakukan revitalisasi pada proses pemberian pelayanan. Proposisi pada penelitian ini adalah :
a.	Reformasi Birokrasi Polri Polda Jabar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik belum dapat mencapai target/sasaran yang ingin dicapai, karena belum berorientasi pada hasil (outcome oriented).
b.	Kualitas Pelayanan Polri Polda Jabar belum prima, karena Polisi yang melayani, Polisi yang responsif, efisien dan berorientasi (fokus) pada pelayanan masih sedikit jumlahnya. 
c.	Kapasitas dan akuntabilitas pelayanan Polri, masih rendah, karena Polisi yang professional, modern dan terpercaya masih memadai jumlahnya.

9.	Obyek Penelitian
Obyek penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley (1978) dinamakan situasi sosial, terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) tempat (place), (2) pelaku (actor), (3) kegiatan (activity).
Situasi sosial adalah fenomena dan naumena yang terkait dengan pelaksanaan tugas pelayanan Polri dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di lingkungan Polda Jabar dan jajarannya. Obyek situasi sosial yang di observasi meliputi: tempat, aktivitas dan nara sumber/informan.
Sehingga fokus penelitian ini adalah kualitas pelayanan Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan locus penelitiannya adalah wilayah hukum Polda Jawa Barat dan jajarannya (beberapa Polres dan beberapa Polsek).
Aktivitas (Activity)0      Pelaku/Actor				Tempat (Place)




Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: “metode penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian ‘studi kasus’, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati” (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3).
Metode penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan variabel, gejala, keadaan atau fenomena tertentu secara apa adanya. Metode ini digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu dan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) secara apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Tangkilisan, 2005:163).
Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya (Marvasti, 2004).

Instrumen Penelitian
Penelitian ini akan difokuskan pada kualitas pelayanan Polri Polda Jawa Barat. Sedangkan aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

Akuntabilitas Pelayanan Publik
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat melalui subaspek, yakni:
a.	Acuan pelayanan yang digunakan petugas dalam proses pelayanan publik.
b.	Kejelasan Informasi Pelayanan Publik.
c.	Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Publik

Responsivitas Pelayanan Publik 
Responsivitas diartikan sebagai kemampuan daya tanggap aparat terhadap harapan, kebutuhan, aspirasi serta tuntutan pengguna jasa. Sub aspek yang akan dikaji dari responsivitas adalah:
a.	Manajemen penyampaian keluhan yang dijalankan Dinas.
b.	Tindakan petugas pelayanan terhadap keluhan pengguna jasa.

Orientasi pada Pelayanan
Orientasi pada pelayanan menunjukkan pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sub aspek yang akan dikaji adalah:
a.	Pemanfaatan waktu kerja petugas pelayanan.
b.	Kompetensi petugas pelayanan.
c.	Penempatan pengguna jasa oleh petugas dalam pelayanan.

Efisiensi Pelayanan
Efisiensi pelayanan dari organisasi publik diukur melalui sisi input dan output pelayanan. Sisi input digunakan untuk melihat kemudahan akses pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa, sedangkan dari sisi output pelayanan melihat produk pelayanannya. Sub aspek yang dikaji adalah:
a.	Jaminan kepastian waktu pelayanan
b.	Jaminan kepastian biaya pelayanan.




Kajian	Aspek Kajian	Operasional Parameter	Jenis Data	Sumber Data
Kualitas pelayanan 	Akuntabilitas pelayanan	Acuan pelayanan yang digunakan dalam proses pelayanan pubik Kejelasan informasi pelayanan publikPrinsip keadilan dalam pelayanan publik	Primer dan sekunder	Hasil wawancara kalangan Polri dan komponen masyarakatHasil pengamatan yang mendalam di lapangan/kondisi sosial yang adaHasil kajian dokumen
	Responsivitas pelayanan	Manajemen penyampaian keluhanTindakan terhadap keluhan	Primer dan sekunder	
	Orientasi pada pelayanan	Pemanfaatan waktu kerja petugas pelayananKompetensi petugas pelayananPenempatan penggunaan jasa oleh petugas pelayanan	Primer dan sekunder	
	Efesiensi pelayanan	Jaminan kepastian waktu pelayananJaminan kapatitas biaya pelayanan	Primer dan sekunder	

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Darlington dan Scott (2002:2), “secara umum teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian kualitatif adalah wawancara secara mendalam terhadap individu  dan kelompok, observasi sistematis terhadap perilaku dan analisis dokumen”. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana informan dipilih dengan tujuan tertentu untuk mendiskripsikan suatu gejala sosial. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, untuk mendapatkan informasi-informasi peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait baik partisipatif, terus terang dan tersamar, maupun observasi tidak terstruktur, selain itu untuk melengkapi data dalam penelitian ini peneliti juga melakukan pengumpulan dokumen yang relevan, buku-buku ilmiah yang berkaitan, hasil penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal-jurnal (nasional dan internasional) yang terkait sebagai data sekunder, serta melakukan pengamatan (observasi) terhadap situasi sosial meliputi ruang kerja/tempat, kegiatan petugas Polri yang melayani dan perilaku pelayan dan masyarakat, bahkan juga teknik gabungan (triangulasi). 

Teknik Analisis Data
Analisa kualitatif merupakan analisa yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisa kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.
Prinsip pokok teknik analisa kualitatif ialah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Prosedur analisa data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu: (1) mengorganisasi data: Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai; (2) membuat kategori, menentukan tema, dan pola: langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas; (3) menguji hipotesa yang muncul dengan menggunakan data yang ada: setelah proses pembuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesa dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia; (4) mencari eksplanasi alternatif data: proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut; dan (5) menulis laporan: penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan.

Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Kredibilitas data sebagai validitas internal, Uji Depenabilitas (realibilitas) data, Uji transferabilitas (variabel external/generalisasi) dan Uji Konfirmabilitas (Objektivitas), keabsahan data juga dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan pembacaan data, trianggulasi, termasuk diskusi dengan promotor.

Lokasi (Locus) Penelitian
Direncanakan di Satuan Kerja (Satker) Polda Jabar, yaitu: Rektorat Intelkam, Reserse, Lalu Lintas, Sabhara, Binmas, Brimob, Polair, dan Biro SDM, Biro Perencanaan, Propam, Bidkum dan di Satuan Wilayah (Satwil), yaitu: Polrestabes Bandung, Polresta Sukabumi, Polresta Cianjur, Polresta Cirebon, dan Polresta Banjar, serta petugas-petugas di lapangan, baik tingkat Polda, Polres maupun Polsek-Polsek.

11.	Hasil Penelitian
Pelaksanaan Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Polri di Polda Jabar
Pelaksanaan dan Hasil yang Dicapai
Program ini merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi Polri yang memuat berbagai rencana kegiatan, rencana quick wins, rencana aksi, rencana anggaran dan penunjukan penanggungjawab program, dengan indicator out come: terwujudnya kemampuan Polri akuntabel, responsif, efisien dan berorientasi pada layanan dalam rangka memberikan pelayanan prima (strive for exelence) kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan program ini, agar pelayanan Kamtibmas lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau, meningkatnya jumlah unit pelayanan standar (pelayanan minimal) dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri, yang mengedepankan fungsi Reserse Kriminal (Reskrim), fungsi Inteljen Keamanan (Intelkam), fungsi Lalu Lintas, fungsi Binmas, fungsi Sabhara, fungsi Polair dan fungsi Brimob, melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu: penerapan standar pelayanan publik, penerapan standar pelayanan minimal pada Polres/Polsek, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

a.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Reserse Umum
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
Program meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Reskrim pada Reformasi Birokrasi Polri gelombang II akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a)	Penerapan Standar Pelayanan Publik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, dalam bentuk: (1) Pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat; (2) Pelayanan pemeriksaan saksi; (3) Pelayanan pemeriksaan tersangka.
b)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes dan Polsek: (1) Pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat; (2) Pelayanan pemeriksaan saksi; (3) Pelayanan pemeriksaan tersangka.
c)	Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik: (1) Menggelar balai/ruang pelayanan pengaduan komplain masyarakat di tingkat Polda Jabar; (2) Revitalisasi kring Reserse sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan mengungkap kejahatan.
d)	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan urutan pencapaian prioritas sebagai berikut: (1) Menyusun SOP tentang SP2HP; (2) Menyusun SOP tentang sistem informasi penyidikan; (3) Menyusun SOP tentang pelayanan komplain/pengaduan masyarakat; (4) Menyusun SOP tentang manajemen penyidikan tindak pidana; (5) Menyusun SOP kring Reserse.
e)	Penerapan standar pelayanan minimal pada Polres/Ta/Tabes dengan implementasi: (1) Penerapan SOP tentang SP2HP; (2) Penerapan SOP tentang sistem informasi penyidikan; (3) Penerapan SOP tentang sistem pelayanan komplain/pengaduan masyarakat; (4) Penerapan SOP tentang manajemen penyidikan tindak pidana; (5) Penerapan SOP kring Reserse.
f)	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang Reskrim dengan urutan prioritas sebagai berikut:
-	Prioritas 1  :  Pelayanan Pengaduan Komplain Masyarakat
-	Prioritas 2  :  Revitalisasi Kring Serse
2)	Quick Wins
Quick wins di bidang Reskrim adalah pelayanan Pengaduan Komplain Masyarakat dengan alasan masyarakat masih kurang puas terhadap penanganan perkara yang telah dilaporkan kepada Polri sehingga dengan adanya pelayanan pengaduan komplain tersebut diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kinerja Reskrim yang lebih profesional, transparan dan akuntabel.

b.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Reserse Kriminal Khusus
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
Rencana kegiatan program meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a)	Penerapan Standar Pelayanan Publik, dalam bentuk: (1) Menyusun Perkap/SOP tentang Pedoman SP2HP; (2) Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Informasi Penyidikan; (3) Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Pelayanan Masyarakat; (4) Menyusun dan menerapkan Perkap/SOP tentang penyimpangan dan perawatan barang bukti tindak pidana; (5) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan penyidikan; (6) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Korwas PPNS;
b)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes dan Polsek: (1) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Pedoman SP2HP; (2) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Sistem Informasi Penyidikan; (3) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Sistem Pelayanan Masyarakat; (4) Sosialisasi Perkap 12 Tahun 2009 tentang Pedoman pengawasam penyidikan tindak pidana.
c)	Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik: (1) Pembenahan ruang pelayanan pengaduan kompalain masyarakat; (2) Menyusun SOP tentang Pelayanan Komplain Pengaduan Masyarakat.
2)	Quick Wins 
Quick wins di bidang Reserse Kriminal Khusus adalah pelayanan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dan pelayanan Pengaduan Komplain Masyarakat dengan alasan masyarakat masih kurang puas terhadap penanganan perkara yang telah dilaporkan kepada Polri sehingga dengan pelayanan pengaduan komplain tersebut diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kinerja Reserse Kriminal Khusus yang lebih profesional, transparan dan akuntabel.
Rencana kegiatan Quick Wins Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dalam rangka RBP gelombang II Tahun 2011-2014 adalah:
a)	Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga tersangka tindak pidana Reserse Kriminal Khusus;
b)	Pembenahan ruang pelayanan pengaduan komplain masyarakat;
c)	Penyediaan kotak saran/evaluasi pelayanan penyidikan tindak pidana.
 
c.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Reserse Narkoba
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
Rencana kegiatan program meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Reserse Narkoba pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a)	Penerapan Standar Pelayanan Publik, dalam bentuk: (1) Menyusun Perkap/SOP tentang Pedoman SP2HP; (2) Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Informasi Penyidikan; (3) Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Pelayanan Masyarakat; (4) Menyusun dan menerapkan Perkap/SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; (5) Menyusun dan menerapkan Perkap/SOP tentang penyimpangan dan perawatan barang bukti.
b)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes dan Polsek: (1) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Pedoman SP2HP; (2) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Sistem Informasi Penyidikan; (3) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Sistem Pelayanan Masyarakat; (4) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; (5) Sosialisasi Perkap/SOP tentang Penyimpanan dan Perawatan Barang Bukti.
c)	Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik: (1) Menggelar balai/ruang pelayanan pengaduan komplain masyarakat; (2) Menyusun SOP tentang Pelayanan Komplain Pengaduan Masyarakat; (3) Menyusun Perkap tentang Revitalisasi Kring Reserse sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan mengungkap kejahatan.
2)	Quick Wins 
Quick wins di bidang Reserse Narkoba adalah pelayanan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dan pelayanan Pengaduan Komplain Masyarakat dengan alasan masyarakat masih kurang puas terhadap penanganan perkara yang telah dilaporkan kepada Polri sehingga dengan adanya pelayanan pengaduan komplain tersebut diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kinerja Reserse Narkoba yang lebih profesional, transparan dan akuntabel.
Rencana kegiatan Quick Wins dalam rangka RBP gelombang II Tahun 2011-2014 adalah:
a)	Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga tersangka;
b)	Pengadaan dan pembangunan ruang pelayanan pengaduan komplain masyarakat;
c)	Penyediaan kotak saran/evaluasi pelayanan penyidikan tindak pidana;
d)	Pembangunan Blogger Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar sebagai media penyampaian SP2HP dan pengaduan komplain masyarakat berbasis internet. 

d.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Intelkam
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
a)	Standar Pelayanan Publik pada Dit Intelkam Polda Jabar, yaitu: (1) Pelayanan penerbitan SKCK; (2) Pelayanan perijinan Senpi non organik TNI/Polri; (3) Pelayanan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat; (4) Pelayanan Perijinan Handak Komersil.
a)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Intelkam pada Polres/Ta/Tabes/Polsek: (1) Pelayanan penerbitan SKCK; (2) Pelayanan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat.
2)	Quick Wins 
Quick wins dalam pelayanan publik bidang Intelkam adalah pelayanan penerbitan SKCK dengan alasan merupakan kebutuhan masyarakat sebagai prasyarat/ kelengkapan administrasi untuk berbagai kegiatan formal. 

e.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
Program meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Lalu Lintas pada Reformasi Birokrasi Polri gelombang II akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
a)	Penerapan Standar Pelayanan Publik bidang Lalu Lintas di Polda Jabar; (1) Menyusun SOP pelayanan SIM; (2) SOP Satpas (Polres/Ta/Tabes); (3) SOP SIM Keliling; (4) SOP SIM Corner; (5) SOP SIM Komunitas.
b)	Menyusun SOP pelayanan STNK: (1) SOP Samsat (Polres/Ta/Tabes); (2) SOP Samsat Keliling; (3) SOP Corner; (4) SOP Samsat Drive Thru; (5) SOP Samsat Door to door; (6) SOP Payment Point.
c)	Menyusun SOP Pelayanan BPKB;
d)	Menyusun SOP Pelayanan Turjawali Lalu Lintas;
e)	Menyusun SOP Pelayanan terkait penanganan pelanggaran lalu lintas;
f)	Menyusun SOP Pelayanan terkait penanganan kecelakaan lalu lintas;
g)	Menyusun SOP Pelayanan Informasi Lalu Lintas melalui RTMC.
2)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Ta/Tabes
a)	Menyusun SOP Pelayanan SSB;
b)	Menyusun SOP Pelayanan Turjawali lalu lintas;
c)	Menyusun SOP Pelayanan terkait penanganan pelanggaran lalu lintas;
d)	Menyusun SOP Pelayanan terkait penanganan kecelakaan lalu lintas;
3)	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Aksi Kerjasama Keselamatan di Jalan (Road Safety Partnership Action).
4)	Quick Wins 
Quick wins bidang Lalu Lintas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu:
a)	“Pelayanan SSB” dengan alasan mengurangi penyimpangan dan mempercepat proses penyelesaian pengurusan SSB;
b)	Aksi Kerjasama Keselamatan di Jalan (Road Safety Partnership Action) dengan alasan meningkatkan kepatuhan/ketaatan masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas. 

f.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Sabhara
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
a)	Penerapan Standar Pelayanan Publik
Kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Sabhara Polda Jabar dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri gelombang II Tahun 2013 adalah: (1) Menginventarisir SOP Standar Pelayanan pada Layanan Publik di Bidang Sabhara; (2) Melakukan Kajian terhadap SOP pada Layanan Publik di Bidang Sabhara; (3) Menyusun dan merevisi SOP Standar Pelayanan Publik di Bidang Sabhara; (4) Mensosialisasikan dan menerapkan Standar Pelayanan di Bidang Sabhara; (5) Melengkapi dan mengevaluasi Standar Pelayanan Publik di bidang Sabhara;
b)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal fungsi Sabhara
c)	Mensosialisasikan dan menerapkan Standar Pelayanan di Bidang Sabhara.




Quick wins yang dilaksanakan oleh Direktorat Saka Bhayangkara (Sabhara) Polda Jabar dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi Polri gelombang II tahun 2013 diantaranya:
a)	Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
b)	Pengadaan Kotak Patroli Sabhara;
c)	Quick Respon Sabhara Call Center 110;
d)	Bantuan Search and Rescue (Ban SAR). 

g.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Binmas
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
a)	Penerapan Standar Pelayanan Publik Dit Binmas: (1) Pelayanan Rekomendasi Ijin Operasional BUJP; (2) Pelayanan Permohonan Pembuatan/perpanjangan KTA Satpam; (3) Pelayanan Permohonan Pembuatan/perpanjangan KTA Polsus; (4) Pelayanan Permohonan Tenaga Pelatih/Pendidik Satpam;
b)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Polres/Tabes
Penggelaran Bhabinkamtibmas/Petugas Polmas di tiap Desa/Kel.
c)	Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: (1) Pembinaan dan pemberdayaan FKPM dan BPKM; (2) Pembinaan dan pemberdayaan: (a) Kelompok sadar Kamtibmas, (b) Da’i Kamtibmas, (c) Kader Mitra Kamtibmas, (d) Pemberdayaan Siskamling, (e) LSM Peduli Kamtibmas, (f) Pengembangan Saka Bhayangkara, (g) Pemberdayaan Orpem/Omop.
2)	Quick Wins 
Quick wins program meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Binmas adalah penggelaran Babinkamtibmas/petugas Polmas pada setiap desa/kelurahan, dengan alasan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
 
h.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Polair
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Polair sebagai berikut:
a)	Standar Pelayanan Publik pada Dit Polair Polda Jabar: (1) Pelayanan Polmas perairan dan sambang nusa; (2) Pelayanan Bantuan SAR Perairan; (3) Transparansi penyidikan di bidang penegakan hukum di wilayah perairan; (4) Pelayanan patroli di wilayah perairan Polda Jabar.
b)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Polair pada Polres/Ta: (1) Pelayanan Polmas Perairan dan Sambang Nusa; (2) Pelayanan Bantuan SAR Perairan; (3) Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dit Polair Polda Jabar.
2)	Quick Wins 
Quick wins dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Polair yaitu patroli di wilayah perairan Indonesia dan perbatasan, dengan alasan karena menjadi prioritas kerja pemerintah, dan mendukung transparansi penyidikan dengan mengeluarkan SP2HP. 

i.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Brimob
1)	Kegiatan dan Rencana Aksi
Dalam rangka pelayanan publik, Satbrimob Polda Jabar membuat rencana untuk mempermudah masyarakat dalan menyampaikan informasi tentang adanya ancaman Bom, Zat Kimia berbahaya dan bencana alam, maka dibuat posko-posko pelayanan guna meningkatkan kecepatan penanganan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sehingga dapat diantisipasi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Untuk itu Satbrimob Polda Jabar melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:
a)	Penerapan standar pelayanan pada pelayanan publik di bidang Brimob pada Korps Brimob Polri dan Sat Brimobda, sebagai berikut: (1) Pusat pelaporan publik untuk melayani pengaduan masyarakat terhadap bencana alam, ancaman bom dan zat kimia yang berbahaya; (2) Quick Respon Brimob terhadap gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; (3) Peningkatan kemampuan Penjinakan Bom, penanganan permintaan bantuan pencarian dan penyelamatan jiwa (SAR) serta penanganan bahaya kimia, biologi dan radio aktif (KBR); (4) Pelayanan korban bencana alam; (5) Pelayanan pengamanan terkait dengan kegiatan masyarakat/ institusi terhadap gangguan kamtibmas yang berkadar tinggi.
b)	Penerapan standar pelayanan minimal pada pelayanan publik di bidang Brimob pada wilayah hukum Polres/Ta/Tabes, meliputi: (1) Pelayanan korban bencana alam; (2) Pengamanan kegiatan masyarakat dengan tingkat kerawanan yang tinggi (unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa); (3) Quick respon Brimob terhadap gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi; (4) Peningkatan kemampuan Penjinakan Bom, penanganan permintaan bantuan pencarian dan penyelamatan jiwa (SAR) serta penanganan bahaya kimia, biologi dan radio aktif (KBR); (5) Pelayanan korban bencana alam; (6) Pelayanan pengamanan terkait dengan masyarakat/institusi terhadap gangguan kamtibmas yang berkadar tinggi;
c)	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Brimob, sebagai berikut: (1) Pemanfaatan call center Brimob yang beroperasi 24 jam setiap hari oleh masyarakat dalam memberikan informasi tentang bencana alam, ancaman bom dan zat kimia berbahaya; (2) Relawan dalam penanganan bencana alam.
2)	Quick Wins
Quick wins dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Brimob RBP gelombang II, sebagai berikut:
a)	Mendirikan pusat pelaporan ancaman bom, SAR dan KBR dengan alasan memudahkan/ mempercepat masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang ancaman bom, bencana alam dan zat kimia berbahaya;
b)	Quick respon Brimob terhadap gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi;

Tanggapan dan Harapan Masyarakat
Kualitas pelayanan, menurut Zeitham (1990) dapat diukur dari 5 (lima) dimensi, yaitu tangible (berujud), reliability (kehandalan), responsiviness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan empathy    (empati).
Berdasarkan pengamatan (observasi) secara seksama yang dilakukan sejak awal Januari 2013, peneliti menemukan di beberapa satwil dan satker jajaran Polda Jabar, bahwa: (1) Dimensi tangible belum terwujud secara maksimal,tempat/ruang pelayanan belum nyaman, disiplin pelayan/petugas belum baik, kemudahan akses masih terbatas dan peralatan sangat minim; (2) Dimensi reliability belum cukup handal, kecermatan petugas masih rendah, standar pelayanan kurang jelas, kemampuan/keahlian petugas dalam mengoperasional peralatan elektronik belum maksimal; (3) Dimensi responsiviness kurang tanggap, pelayanan masih lamban, belum cermat, belum tepat waktu dan belum merespon keluhan masyarakat; (4) Dimensi assurance belum ada jaminan tepat waktu, tepat biaya, legalitas; (5) Dimensi empaty belum mendahulukan kepentingan pemohon, belum ramah, dan santun, kurang melayani dan menghargai pelanggan. Selanjutnya menurut Tjiptono (1995:25) ada beberapa atribut atau ciri-ciri yang menentukan kualitas pelayanan, yaitu:
a.	Ketepatan waktu tunggu dan waktu proses
b.	Akurasi dalam pelayanan
c.	Kesopanan, keramahan, perhatian dan persahabatan dalam memberikan pelayanan
d.	Kemudahan mendapat pelayanan
e.	Kuantitas fasilitas pendukung
f.	Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
g.	Ketersediaan tempat parkir, ruang tunggu dan maklumat/ informasi-informasi lainnya.
Ciri-ciri/atribut seperti terurai di atas, peneliti menemukan kenyataan-kenyataan di lapangan seperti:
a.	Ketepatan waktu tunggu dan waktu proses
Senada dengan hasil pengamatan di lapangan seorang informan menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Polri masih rendah, masih molor waktu dan berbelit-belit dalam prosesnya. Informan yang sedang menunggu untuk dimintai keterangan oleh Penyidik Polri sebagai saksi, ketika Peneliti menanyakan sudah berapa lama menunggu, menjawab sebagai berikut: “Saya dipanggil untuk menghadap kepada penyidik pukul 09.00 pagi. Saya tiba di tempat ini pukul 08.30 dan oleh seorang petugas dianjurkan agar mendatangi/menghadap kepada bapak Polan. Setelah bertemu, saya disuruh menunggu karena penyidiknya belum datang, setelah satu jam menunggu ditanyakan lagi katanya sedang dipanggil komandan, kemudian dua jam kemudian ditanyakan lagi kepada petugas lain yang ada di ruangan itu menjawab bahwa penyidik yang bersangkutan sedang memeriksa saksi lain diharap tunggu saja dulu. Sampai pukul 15.00 (tiga sore) saya masih belum bertemu dengan penyidik yang bersangkutan. Baru jam 17.00 (lima sore) saya ditemui oleh penyidik yang bersangkutan dan meminta untuk datang lagi besok pagi waktu yang sama. Saya merasa kecewa terhadap pelayanan Polri semacam itu”.

b.	Akurasi dalam pelayanan
Menurut seorang informan, ketika diwawancarai berpendapat sebagai berikut: “Akurasi pelayanan petugas di lapangan masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses pelayanan seperti tidak tepat waktu ataupun mengulur waktu bahkan memberikan pelayanan yang berbelit-belit”. Ternyata menurut pengamatan Peneliti tidak ditemukan adanya papan-papan pengumuman, anggota pun tidak memberikan informasi yang lengkap.

c.	Kesopanan, keramahan, perhatian dan persahabatan dalam memberikan pelayanan
Hampir di setiap kantor pelayanan pada satwil/satker tertera slogan “Kami siap melayani anda” atau dengan motto “Senyum, Sapa dan Salam” bahkan terdapat running tax “Polisi Sahabat Rakyat”. Ketika peneliti menghampiri dan mengajak ngobrol dengan salah seorang tamu yang menunggu giliran, ternyata tamu yang bersangkutan sedang kesal dan kecewa. Tamu tersebut menyatakan: “Saya sangat kecewa pak, sudah dua jam saya menunggu tapi belum dipanggil juga, malah tamu yang belakangan datangnya dipersilahkan masuk duluan. Para petugas sangat sombong, alih-alih ramah, senyum, menyapa dan memberikan salam, penampilan mereka sangat tidak bersahabat. Coba bapak lihat running tax itu, bahwa Polisi Sahabat Rakyat. Kalau begini mah, kita bukan sahabat mereka”. Ternyata memang menurut pengamatan Peneliti anggota-anggota yang bertugas di tempat pelayanan/staf pimpinan Polres kurang mempedulikan bahkan tidak menyapa/menanyakan tentang maksud kedatangan para tamu Kapolres termasuk Peneliti sendiri.

d.	Kemudahan mendapat pelayanan
Polda Jabar beserta jajarannya telah berupaya melakukan diklat dan pengarahan-pengarahan terhadap para petugas pelayanan di lapangan agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, atau memberikan pelayanan yang berkualitas secara terus menerus. Namun karena keterbatasan jumlah anggota Polisi yang belum memenuhi ratio (1 : 400) dan/atau belum memenuhi sesuai ketentuan DSPP adalah merupakan salah satu alasan, walaupun kebanyakan masyarakat tidak memperhitungkan alasan tersebut.
Menurut pengamatan peneliti bahwa kualitas pelayanan Polri Polda Jabar sudah meningkat, terlebih-lebih di Era Reformasi sekarang ini, walaupun pada kenyataannya kualitas pelayanan Polda Jabar masih berada di belakang dinamika harapan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan Polri.
Keberhasilan pengembangan manajemen kualitas pelayanan pada suatu organisasi menurut Gasperaz (1997): “Tergantung dua hal, yaitu: (1) Keinginan besar dari manajemen puncak untuk menerapkan prinsip kualitas dalam organisasi; (2) Prinsip kualitas diakomodasikan dalam sistem manajemen kualitas”. 
Ternyata menurut pengamatan Peneliti, dua hal pokok tersebut belum dilaksanakan secara bersungguh-sungguh baik oleh pimpinan maupun oleh anggota.

e.	Kuantitas fasilitas pendukung
Keterbatasan fasilitas pendukung seperti komputer/laptop dan sejenisnya menurut pengamatan peneliti terutama di satwil terpencil (Polres/ Polsek) sangat minim yang mengakibatkan antrian masyarakat menjadi panjang, misalnya untuk mendapat SIM di suatu Polres yang hanya memiliki satu alat photo SIM. Tentunya hal ini terkesan bahwa pelayanan Polri sangat minim yang oleh sebagian masyarakat dianggap buruk (belum tepat waktu/berlarut-larut dan tepat proses/bertele-tele).

f.	Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
Harus diakui masih banyak kantor Polisi terutama kantor-kantor Polsek di daerah terpencil dan/atau Polsek-Polsek baru, merupakan bangunan lama, sempit dan kumuh, kalaupun ada bangunan baru belum mampu menampung anggota sesuai dengan DSPP yang telah ditentukan serta masih belum dikelola dengan baik dalam arti bersih, teratur dan nyaman. Hal ini sangat tergantung kepada individu yang menghuninya. Suatu kantor/ruangan akan menjadi bersih, teratur dan indah apabila kantor/ruangan tersebut dipimpin/dihuni oleh orang-orang yang berkualitas pelayanan, artinya seseorang yang bersih, teratur dan keadaan yang nyaman hanya ada pada orang-orang yang berkepribadian dan perilaku yang baik.

g.	Ketersediaan tempat parkir, ruang tunggu dan maklumat/informasi-informasi lainnya
Hampir setiap orang yang mengunjungi kantor Polisi menggunakan kendaraan bermotor (roda 4 atau roda 2) apalagi tempat tinggal yang bersangkutan jauh dari kantor Polisi yang akan dikunjungi, terbatasnya tempat parkir yang ada, dengan adanya pengembangan/pembangunan kantor yang baru, lahan parkir semakin hari semakin sempit. 
Jadi boleh dikatakan tempat parkir semakin terbatas dan ruang tunggu apalagi yang ber-AC sangat minim dan sempit. Begitupun dengan ketersediaan informasi-informasi seperti syarat-syarat dan pembiayaan membuat SIM dan sebagainya belum semua satwil/satker memasang papan-papan pengumuman sebagaimana yang telah ditentukan. Kelanjutan dari pengamatan di lokasi penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan para narasumber/informan dari kalangan Polisi dalam memandang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagian ada yang menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum puas atas pelayanan Polri.
Sebagian besar dari para narasumber/informan berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus telah dilakukan upaya-upaya peningkatan. Masalahnya apabila masyarakat masih merasa kurang puas atas profesionalisme dan kinerja pelayanan Polri sah-sah saja, karena tingkat kepuasan seseorang sangat bervariasi secara umum permasalahan yang dihadapi Polri dalam memberikan pelayanan sehingga belum maksimal dapat dikategorikan sebagai berikut:
Pertama: Tindakan keras Polisi. Dalam wawancara Polisi menyadari bahwa sebagian masyarakat mungkin menganggap cara Polisi menjalankan tugasnya kerapkali harus menggunakan cara kekerasan. Tetapi bagi pihak Polisi sendiri, keras/tidaknya tindakan terhadap masyarakat dilihat dari kebutuhannya. Dalam pelayanan SIM misalnya, tindakan itu tidak dibutuhkan, tetapi terhadap pelanggar hukum, kadang-kadang tindakan tegas memang dibutuhkan. Selain itu pendapat yang muncul dalam kaitannya dengan cara kerja diantaranya: profesionalisme POLRI masih sulit dicapai. 
Kedua: Kekurangan personil. Menurut anggota Polisi sendiri, keadaan SDM POLRI sekarang ini baik dari segi kualitas maupun kuantitas jauh dari keadaan ideal untuk mewujudkan POLRI yang profesional. Ada berbagai faktor penyebabnya, antara lain: (1) Sistem rekruitmen yang kurang transparan dan masih berbau KKN; (2) Pola/kurikulum pendidikan POLRI baik DIKTUK dan DIKBANG yang juga berbau militer sehingga bukan membentuk Polisi yang profesional dan berkualitas tinggi, melainkan membentuk Polisi yang disiplin mati dan membentuk Polisi yang ketika bertugas mengejar target “kembali modal”. Setelah “kembali modal” hal tersebut menjadi keenakan sehingga terbentuklah Polisi yang “materialistis”; (3) Selain itu, jumlah personil yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk dianggap tidak seimbang/ kurang. Rata-rata ratio antara Polisi dengan penduduk masih di atas 1 : 1.000.
Seorang narasumber/informan yang kompeten dari Polda Jabar menjelaskan, bahwa: “Rekruitmen (penerimaan calon anggota Polri) yang dilakukan sekarang ini sangat transparan, di mulai sejak penjaringan, penyaringan sampai pantuhir melibatkan berbagai kalangan, seperti LSM, wartawan, DPR, bahkan Dinas Kependudukan, dan lain-lain., pihak mana saja dapat mengamati proses penerimaan yang dilakukan oleh Polda. Tidak sebatas mengamati tapi dilibatkan dalam kepanitiaan. Tidak ada celah bagi Panitia untuk berbuat curang dan menerima titipan dari pihak-pihak tertentu karena semua serba on line”.
Bicara tentang pelayanan prima sangat tergantung pada kepuasan masyarakat. Bagi mereka yang telah mendapat pelayanan dengan baik akan menilai Polisi baik, sebaliknya bagi mereka pelanggar-pelanggar hukum akan menilai pelayanan Polri belum baik dan tidak jarang mereka melakukan komplain. Setiap komplain dari masyarakat justru dilayani dengan baik dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Nara sumber/informan lain dari kalangan Polri berpendapat, bahwa: “Apabila ada anggota Polri sudah 18 tahun tidak pernah mendapat mutasi dan/atau tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan pengembangan tentu ada faktor-faktor penyebabnya. Seperti seseorang Ajudan Kasatwil yang sehari-hari melayani pimpinan ketika mengikuti testing masuk pendidikan lanjutan ternyata tidak lulus, itu karena mereka tidak pernah belajar. Mereka yang tidak lulus tidak mungkin dikatrol menjadi lulus, walaupun yang bersangkutan adalah ‘orang dekat’ pimpinan. Begitu pula yang merasa tidak mendapat kesempatan untuk mutasi (tour of area atau tour of duty) dapat diamati ada catatan-catatan kondite yang tidak baik atau dapat ditanyakan kepada teman-teman yang bersangkutan tentang perilaku keseharian dalam pelaksanaan tugas”.
Seperti yang dijelaskan informan yang telah bertugas cukup lama melayani pimpinan: “Saya bertugas di sini sudah 10 tahun, tapi tidak pernah mendapat promosi, tidak pernah mutasi, tidak lulus test mengikuti Dikbang. Padahal saya sudah berusaha meningkatkan kualitas diri dengan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana (S1): - sudah beberapa kali pergantian, mudah-mudahan pergantian berikutnya saya bias mendapat promosi.” Begitu ia berkeluh dan berharap.
Ketiga: Kekurangpahaman masyarakat. Informan lain di salah satu Satker menyatakan: “Masyarakat selama ini kurang memahami dan tidak aktif atau malah apatis terhadap tugas-tugas kepolisian. Adakalanya penilaian ketidakprofesionalan Polisi juga datang dari ketidaktahuan masyarakat, misalnya soal penjahat yang terbukti bersalah kemudian di bawa ke pengadilan, tetapi oleh pengadilan dibebaskan. Masyarakat yang tidak mengerti kerap menganggap Polisi tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya, padahal setelah masuk ke pengadilan, tugas Polisi berhenti sampai di sana. 
Keempat: Kualitas pelayanan. Polisi merasakan ada tuntutan bahwa pekerjaan untuk pelayanan masyarakat harus optimal, tapi tidak disertai dukungan peralatan (masih minim). Tetapi Polisi sendiri tidak mengungkapkan soal-soal yang berkaitan dengan perbedaan status sosial dalam pelayanan.
Kelima: Pembinaan karier. Kesempatan untuk mengembangkan karier dan menduduki suatu jabatan kecenderungan budaya nepotisme-nya masih ada. Mutasi antar fungsi adalah untuk menghilangkan kejenuhan tetapi untuk pencapaian profesionalisme tidak akan terpenuhi.
Keenam: Latar belakang pendidikan. Informan yang diwawancarai: “mengaku selama ini latar belakang pendidikan sebagian besar anggota POLRI masih rendah. Mereka berpendapat, pendidikan akademik non-kepolisian tidak membantu jenjang karier, tetapi hanya untuk formalitas atau menambah wawasan saja. Saat ini sudah banyak anggota POLRI yang meraih gelar S1, bahkan S2 dan S3. Tapi tidak serta merta berpengaruh terhadap kenaikan pangkat. Seharusnya pimpinan memperhatikan atau menjadi pertimbangan latar belakang pendidikan dalam rangka pengembangan karier anggotanya”.
Ketujuh: Proses penegakan hukum. Informan / Kasatwil disalah satu kabupaten menyatakan,  bahwa: ”Polisi mengalami kesulitan karena menurut persepsi masyarakat, proses hukum itu hanya oleh Polisi saja dan pendapat ini bisa dilihat dari rasa kecewa masyarakat jika ada orang yang dihukum tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal penegakan hukum tidak demikian; banyak pihak yang bermain dalam proses ini, dan Polisi hanya menangani separuhnya saja. Jadi jika tidak berhasil ditegakkan, belum tentu semata-mata kesalahan Polisi. Pandangan ini jelas memperburuk citra Polisi”.
Kedelapan: Budaya organisasi yang bernuansa Militeris. Bagi anggota yang ingin mendapat “job” harus pandai-pandai membuat pimpinan menjadi senang, sehingga muncullah sikap ABS (Asal Bapak Senang), menurut kepada “kehendak senior”; kultur ini harus diperbaiki. Masih ada sikap arogansi pimpinan terhadap bawahan. Dari hasil wawancara juga terungkap, pada unit-unit operasional, anggota Polisi merasakan adanya perbedaan “prestise” di dalam unit tersebut. Binmas misalnya, sebagian Polisi menganggap seolah-olah unit menjadi tempat “pembuangan”; jadi jika seorang Polisi melakukan kesalahan, tempatnya seolah-olah ada di Binmas. Padahal yang duduk di Binmas seharusnya orang-orang ‘terpilih”, karena Polisi di Binmas harus paham aspek kepolisian seluruhnya. Sebagian Polisi yang lain memandang, justru Sabhara-lah yang dianggap sebagai “tempat pembuangan” bagi anggota Polisi yang dianggap melakukan kesalahan. Anggota Polisi juga menilai, kadangkala terjadi kontradiksi dengan kebijakan pimpinan. Sementara, dalam menjalankan tugas lapangan kadang-kadang Polisi juga mengalami intervensi. Mereka juga mengatakan, meski mereka mengetahui, namun konsep Polisi ideal tidak pernah diterapkan.
Kesembilan: Keterbatasan sarana dan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, masalah ketersediaan sarana dan prasarana termasuk hal yang banyak dikeluhkan oleh para Polisi di seluruh wilayah penelitian, dan hampir disepakati sebagai salah satu sebab/atau penghambat kecepatan gerak mereka dalam menangani kasus atau menjalankan tugas pelayanan proses penyidik dan/atau SP2HP serta pelayanan masyarakat lainnya. Sarana dan prasarana untuk menjalankan tugas dinilai oleh para anggota Polisi masih kurang memadai. Di salah satu wilayah penelitian, ada yang mengeluh, khusus untuk bidang serse, termasuk dana bantuan biaya penyidikan yang selama ini tidak pernah diterima; peralatan identifikasi/sidik jari terbatas (di suatu Polres, hanya punya 1) sehingga jika ada dua tindak pidana yang terjadi serempak dan membutuhkan penanganan, Polisi sulit bergerak cepat. Sarana transportasi kurang diperhatikan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian demikian juga dengan sarana komunikasi yang dianggap kurang memadai. Anggaran untuk kepolisian, terutama berkaitan dengan biaya operasional, juga tidak memadai.
Kesepuluh: Tingkat kesejahteraan yang rendah. Hasil wawancara dapat dirangkum sebagai berikut: Sebagian anggota Polisi mengeluhkan, bagaimana mereka mau profesional, jika gaji yang sudah minim bila dihadapkan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Masalah kesejahteraan ini juga merupakan aspek yang banyak dikeluhkan sebagian anggota Polisi; meski sebetulnya mereka menyadari hal ini bukan satu-satunya alasan untuk menjadikan mereka tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Kesebelas: Intervensi terhadap Polri. Menurut anggota Polisi, sekarang ini, masih banyak tugas kepolisian yang diintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain yang sangat mempengaruhi tugas dan kewenangan Polisi. Bahkan lebih jauh mungkin berpengaruh pula pada kinerja Polisi.
Dari beberapa pendapat yang diungkapkan oleh pihak kepolisian yang menjadi informan, sumber-sumber ketidakprofesionalan Polri (sebagian besar) juga berpendapat serupa dengan pendapat masyarakat. Tapi pihak kepolisian juga mengeluhkan sikap masyarakat, misalnya kurang bekerjasama dalam hal menjadi saksi suatu perkara (cenderung menghindar). Atau ada pula pendapat yang mengeluhkan ketidaktahuan masyarakat tentang tugas kepolisian, sehingga dianggap terlalu mudah mencap institusi Polisi buruk. Tapi secara umum, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini telah mampu mengungkap sebagian permasalahan yang dipandang sebagai salah satu penghambat pelaksanaan pelayanan prima Polri.
Selanjutnya wawancara ditujukan pada tanggapan/pendapat masyarakat tentang Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di jajaran Polda Jabar (di seluruh wilayah hukum Polda Jabar), meliputi berbagai masyarakat yang dikelompokkan menjadi: 
a.	Kelompok Masyarakat yang dijadikan narasumber/informan yang ditemui/ diwawancarai di kantor/kampus disebut Kelompok A.
b.	Kalangan masyarakat yang dijadikan narasumber/informan yang ditemui/diwawancarai di jalan-jalan umum, di trotoar, di tempat-tempat duduk/bangku yang telah di sediakan pemerintah dan/atau di halte-halte disebut Kelompok B.
c.	Kalangan masyarakat yang dijadikan narasumber/informan yang ditemui/diwawancarai di rumah-rumah/tempat kediaman yang bersangkutan dan/atau rumah-rumah kos disebut Kelompok C.
d.	Kalangan masyarakat yang dijadikan narasumber/informan yang ditemui/diwawancarai di tempat-tempat rekreasi,  di atas perahu, di atas Bus/Angkutan Kota disebut Kelompok D.
Wawancara difokuskan pada tanggapan dan pendapat para narasumber/informan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi Polri, kualitas pelayanan publik yang dilakukan Polri, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang pada dasarnya kebanyakan kalangan/kelompok masyarakat memberikan penilaian bahwa : 
a.	Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Polri belum membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan Polri (tanggapan baik Kelompok A, B, C dan D).
b.	Kualitas pelayanan Polri masih belum dianggap telah meningkat bahkan masih rendah dan mengecewakan masyarakat (tanggapan Kelompok C dan D)
c.	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah karena sebagian masyarakat belum puas atas pelayanan Polri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari (tanggapan kelompok B, C dan D)
Walapun kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa belum puas atas pelayanan dan kepercayaan terhadap Polri, namun sebagian kecil masyarakat merasa puas dan semakin percaya terhadap Polri (pada umumnya kelompok-kelompok elit/pejabat publik). 
Selain hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, Peneliti juga melakukan kajian pustaka, yaitu Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Penelitian yang dikutip dari Jurnal Internasional yang dijadikan data sekunder, seperti dalam tabel di bawah ini: 

Tabel
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Hasil Kutipan dari Jurnal Internasional
No.	P e n e l i t i	Hasil Penelitian
Penelitian Terdahulu yang Relevan
1.	Amelza Dahniel, Rycko	Manajemen SDM berbasis kompetensi belum diterapkan Sehingga anggota organisasi kurang berorientasi pada kinerja organisasi.
2.	Baihaki, Eki	Reformasi cultural masih berjalan dengan perlahan, disisi realitas, reformasi cultural Polri lebih diharapkan oleh masyarakat.
3.	Wijayanto, Agus	Terdapat Perilaku kontra produktif pada pencapaian Good Governaonce dan perlu penegakan kode etik dan UU dalam bentuk sangsi yang tegas.
4.	Sukarno, Anjar Gunadi	Adanya nilai kebanggaan terhadap profesi dari setiap anggota/aparatur.
5.	Purwanto, Catur	Pemberian layanan sudah dilakukan sesuai Standar Mutu Pelayanan dan penerima Pelayanan puas
6.	Abdul Kholiq, Nur	Persepsi terhadap reformasi birokrasi Polri memberikan sumbangan efektif sebesar 16,7% terhadap intensi melaporkan tindak kejahatan.
Kutipan Jurnal Internasional
7.	Budi Prasetiyo, dkk.	Dalam mengatasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perilaku aparat menjadi masalah yang kompleks. Adanya keinginan dan kemauan serta dukungan berbagai pihak masyarakat menjadi modal utama dalam membangun SDM birokrasi.
8.	Alper Ozmen	Argumentasi birokrasi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan struktur pasca reformasi birokrasi untuk datang sebagai kecenderungan yang membentang dan ditransformasikan pada prinsip birokrasi
9.	Azhar Kasim	Upaya reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia tidak akan pernah berhasil jika masih dilakukan dalam pola pikir linear yang tidak mengatasi akar masalah. Makalah ini telah diuraikan bagaimana pendekatan dinamis dan sistemik untuk pemerintahan yang baik dapat membuat pengaruh untuk menyingkirkan lingkaran setan dengan cara yang inovatif.

Selain hasil wawancara yang telah diuraikan di atas berdasarkan hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM (1999) seperti yang dikutip Faouk Muhammad dalam makalahnya berjudul: “Pengubahan Perilaku dan Budaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Polri”, mengungkapkan kualitas layanan dan perilaku anggota Polri: (1) tingginya rasa tidak aman masyarakat, (2) pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat justru mempersulit, (3) kehadiran anggota Polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam, (4) kecenderungan “dark number” yang cukup besar, (5) tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri, (6) citra diri pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.

Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Polri Polda Jabar masih rendah
Upaya meningkat kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan oleh fungsi-fungsi operasional Polda Jabar. Untuk optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri meliputi Polri Akuntabel, responsif, efisien dan berorientasi kepada pelayanan, diuraikan sebagai berikut :
 
a.	Akuntabilitas Pelayanan Publik
Program meningkatkan kualitas pelayanan Polri Polda Jabar adalah merupakan salah satu agenda dari reformasi birokrasi Polri dan merupakan fokus dari pada penelitian ini. Akuntabilitas pelayanan adalah merupakan pelayanan publik yang profesional dengan beberapa ciri-ciri. Dalam penelitian ditemukan berbagai aspek yang menunjukan Polisi yang akuntabel hanyalah sebatas harapan dengan ciri-ciri/indikasi sebagai berikut :
Acuan pelayanan yang digunakan petugas dalam proses pelayanan publik belum mengacu kepada standar pelayanan minimal. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri belum mengacu kepada keluhan, harapan, dan kepuasan masyarakat. Pelayanan dilaksanakan secara sporadis kecuali pelayanan yang diberikan oleh fungsi bimbingan masyarakat relatif baik. 
1)	Kejelasan Informasi Pelayanan Publik belum dipahami oleh masyarakat yang dilayani disebabkan belum adanya papan pengumuman dan standar pelayanan pelanggan (masyarakat) minimal sesuai dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, ramah) belum terwujud.
2)	Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Publik bahwa kesehariannya petugas masih belum menerapkan sistem antri, masih pilih kasih/mendahulukan teman-teman atau orang-orang yang dikenal, kurangnya kemauan membantu konsumen, bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

a.	Responsivitas Pelayanan Publik 
Selama dalam penelitian baik melalui wawancara dengan para informan dari kalangan masyarakat bahkan kalangan Polri sendiri, observasi di lapangan serta hasil penelitian terdahulu yang relevan ternyata sebagian besar Polri dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum merespon secara baik. Ada beberapa indikator yang ditemukan sebagai berikut :
1)	Manajemen penyampaian keluhan yang dijalankan Dinas. Petugas Polisi yang melayani/petugas penerima komplain masyarakat belum tanggap dan masih lamban terhadap harapan masyarakat atas laporan yang disampaikannya, kadang kala kurang ditanggapi bahkan di suruh pulang untuk melengkapi bahan-bahan laporannya, membiarkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di depan mata.
2)	Tindakan petugas pelayanan terhadap keluhan pengguna jasa :
	Pilih kasih, Arogan, Sombong, Kurang bersahabat, Tidak komunikatif.
	Berperilaku tercela hanya sebagian kecil yang berperilaku baik.
	Sebagian besar petugas operasional kurang merespon laporan masyarakat.
	Datang terlambat di TKP serta kurang memahami apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat.

b.	Orientasi pada Pelayanan
	Pelayanan masyarakat yang dilaksanakan belum maksimal (setengah hati). 
	belum tersedianya, fasilitas fisik, peralatan, personel dan komunikasi.
	Kurangnya kemampuan unit pelayanan menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
	Kurangnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberi pelayanan.
	Kurang sopan, sikap/perilaku ramah, bersahabat, tanggap keinginan konsomen, mau melakukan kontak/hubungan pribadi.
	Tidak mempunyai sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
	Tidak memberikan rasa aman dalam jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan risiko.
	Tidak mudah / dipersulit dalam mengadakan kontak dan pendekatan.
	Kurang komunikatif dalam pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
	Kurang mengerti akan pelanggan dan melakukan usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan

c.	Efisiensi Pelayanan
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang efektif dan Efisien seperti :
	Jaminan kepastian waktu pelayanan masih molor dan jauh dari kesesuaian.
	Jaminan kepastian biaya pelayanan masih adanya pungli/tidak tepat.
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Polisi yang akuntabilitas, responsif, efisien dan berorientasi kepada pelayanan masih sedikit jumlahnya, hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara dengan para narasumber/informan dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan dari  kalangan Polisi sendiri. 
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri dapat dikelompokan menjadi : 
a.	Kelompok masyarakat yang merasa puas
Kelompok masyarakat yang merasa puas terdiri dari sebagian tokoh pendidik (guru dan dosen), alim ulama, cerdik pandai dan pejabat publik, terutama para narasumber/informan yang dikunjungi ke rumah/tempat tinggal. 
a.	Kelompok masyarakat yang tanpa komentar
Kelompok masyarakat yang tidak memberikan komentar (puas atau tidak puas) terdiri dari sebagian para narasumber/informan yang belum pernah bergaul, berurusan dengan polisi dan tidak mengikuti perkembangan perpolisian masyarakat (polmas) seperti sebagian petani, nelayan, buruh/karyawan, ibu rumah tangga.
b.	Kelompok masyarakat yang tidak puas/antipati
Kelompok masyarakat yang tidak puas/antipati terdiri dari sebagian para narasumber/informan seperti para supir angkot yang nakal, geng motor, pengemudi beca, para pelanggar/penjahat, sebagian kecil mahasiswa, para residivis, pecandu obat-obatan terlarang, dan sebagainya.

Selain dari dua tingkat kepuasan yang tergambar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kadangkala terlihat pula bahwa masyarakat sangat senang/gembira dan puas sekali atas pelayanan yang diberikan Polri seperti pernyataan seorang nara sumber/informan sebagai berikut:  “Saya berhutang budi terhadap bapak-bapak Polisi yang telah berhasil menyelamatkan anak perempuan saya dari gangguan sekelompok pemuda berandal yang hendak memperkosa beramai-ramai. Alhamdulillah anak saya terhindar dari malapetaka yang memalukan dan dapat merusak masa depannya bahkan ‘aib bagi keluarga saya’. Semoga bapak-bapak Polisi yang telah menyelamatkan anak saya, mendapat ridho Allah SWT dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Amien, amien ya Robbul’alamin.”
Selain pernyataan simpatik di atas, ada pula pernyataan simpatik lainnya dari seorang bapak di Indramayu, bahwa ia merasa puas dan berterima kasih atas pelayanan yang diterimanya dari Polri: “Ketika saya ingin melaporkan tentang kehilangan dompet yang berisi SIM, KTP dan surat-surat berharga lainnya. Saya diberikan penjelasan dan diantar oleh seorang Polwan ke SPKT, dan juga di SPKT saya dilayani dengan cepat dan ramah oleh anggota Polisi yang bertugas saat itu. Dalam waktu tidak lebih dari setengah jam, surat yang saya inginkan sudah saya terima.”
Informan lain memberikan penilaian terhadap perilaku Polantas, khususnya Polwan: “Memang pelayanan Polwan kepada masyarakat lebih baik jika dibanding Polisi Pria. Namun sangat disesalkan akhir-akhir ini ada segelintir Polwan yang melanggar hukum dan menebar photo-photo syur mereka di dunia maya. Mungkin karena mereka merasa cantik kali, atau mungkin ada faktor-faktor lain atau ada juga yang mendapat perhatian khusus dari sang Komandan, bahkan dijadikan sebagai wanita idaman lain (WIL) atau dinikah siri.”
Begitu komentar dari seorang informan ketika diminta pendapatnya tentang Polantas Polwan.
Kenyataan lain di media ”dunia maya” kompas.com/nasional/265506; Inilah 4 Polwan Cantik Pelanggar Hukum” dengan berbagai komentar: “Agaknya, baik Polwan Cantik ataupun masyarakat, kedua-duanya sama-sama belum siap untuk saling menerima, apalagi di negara dengan banyak kondisi rawan seperti sekarang ini ... Polwan Cantik mungkin dipersiapkan untuk pendekatan yang lebih baik terhadap pelayanan pada masyarakat selama ini lantaran citra Polisi sedang terpuruk dengan menempatkan mereka di garis depan diharapkan bisa melembutkan banyak hal ... namun acapkali mereka kemudian terjebak oleh pencitraan, ataupun godaan, misalnya maraknya model telanjang yang dibayar mahal sementara gaji sebagai Polisi minim ... cantik-cantik kok mau jadi Polisi”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan dari berbagai kalangan masyarakat di beberapa wilayah hukum Polda Jabar dan jajarannya terdapat tiga kelompok penilaian/pendapat terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yaitu:
a.	Kelompok yang menilai Baik, bahwa Polri Polda Jabar telah menampakkan keinginan mau berubah dan sudah banyak anggota Polri yang melaksanakan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan ramah dan simpatik sesuai harapan masyarakat. Penilaian ini diberikan oleh para nara sumber/informan yang berasal dari potensi pendidik, tokoh-tokoh masyarakat termasuk salah seorang Walikota yang pernah dimintai pendapatnya tentang tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas pelayanan Polri di daerahnya.
b.	Kelompok yang menilai biasa-biasa saja, bahwa kinerja Polisi tidak ada yang berubah sejak dahulu sampai sekarang, “biasa-biasa saja” dan mengaku tidak tahu apakah ada pengaruh atau tidak atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Polri terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan Polri. Kalangan ini adalah orang-orang yang jarang/tidak pernah berkomunikasi dengan Polri, acuh dan apatis.
c.	Kelompok yang menilai buruk, bahwa kinerja Polisi sangat buruk, sebagai contoh: masih ditemukan banyak pelanggaran oleh petugas-petugas Polisi di lapangan melakukan pungli/KKN, tindak kekerasan, cari-cari kesalahan, a susila, sok kuasa, arogan, tidak ramah/sombong, dan sebagainya. Kelompok ini terdiri dari para supir angkot, mereka yang pernah menjadi narapidana/pelanggar-pelanggar hukum, mereka-mereka yang mempunyai pengalaman buruk ketika berkomunikasi dengan Polisi.
Selain tiga kelompok yang diuraikan di atas, ditemukan pula suatu kelompok kecil yang semula menilai pelayanan Polisi itu buruk, kemudian merubah penilaiannya menjadi baik. Memang penilaian ini merupakan kasusistis. Kasus pertama seperti yang dialami seorang mahasiswi yang ditilang oleh seorang Perwira Lulusan Akpol dan kasus kedua seorang pemuda berandal/anak pejabat yang ditilang oleh seorang Polwan.
Kasus pertama, seperti yang diceritakan oleh seorang ibu Bhayangkari kepada peneliti: “Tiga tahun yang lalu saya ditilang oleh seorang Perwira Polantas yang bergeming tetap menilang saya dengan menyita STNK (karena saya tidak memiliki SIM), walaupun saya telah meminta maaf dan membujuk dengan berbagai alasan bahkan ‘merayu’ agar saya tidak ditilang. Sang Perwira dengan sopan menyatakan bahwa apabila Neng tidak bisa hadir dalam sidang pengadilan dapat diwakili. Setelah saya merasa tidak ada peluang bahkan tertutup sama sekali untuk berdamai, dengan perasaan kecewa, dongkol, masgul, saya tinggalkan kelompok razia tersebut tanpa pamit. Saya tancap gas langsung pulang. Beberapa hari kemudian sang Perwira datang ke rumah mengantar STNK setelah di sidang Tilang. Bukti sidang Tilang diserahkan kepada ibu saya (saat itu saya sedang kuliah) dan ketika ibu saya ingin mengganti biaya denda Tilang, dengan sopan ditolak oleh sang Polisi dan sempat menumpang sholat lohor di rumah kami. Setelah mendengar semua keterangan ibu yang pada intinya bahwa Polisi yang menilang saya adalah seorang Polisi yang baik, sopan, ramah dan jujur, terlebih-lebih taat beribadah. Terkesan dari cerita itu bahwa ibu sendiri merasa simpati terhadap Polisi muda tersebut. Diam-diam saya mencari informasi tentang tempat tugas Polisi ganteng dan simpati itu. Eh alih-alih mendapat informasi, malah saya diledek oleh teman-temannya. Masa sih si doi tidak pamit tentang kepindahannya menjadi Kapolsek di Metro Jaya. Aku kesal dan uring-uringan. Alhamdulillah, kini Polisi Ganteng dan simpatik itu bukan hanya pelayan masyarakat yang baik dalam berlalu lintas, tapi telah menjadi pelayan keluarga kami, pelayan diriku sebagai isteri dan anak-anak kami. Sekarang pandangan saya terhadap pelayanan Polri ‘sangat bagus sekali’ walaupun mungkin ada juga satu dua orang Polisi-Polisi yang nakal”.
Itulah hasil wawancara dengan seorang ibu Bhayangkari muda yang welcome menerima kunjungan Peneliti dengan ramah dan sopan.
Selanjutnya bagaimana dengan kasus kedua. Seperti yang diceritakan seorang ibu/isteri seorang petinggi di salah satu BUMN di Jakarta kepada Peneliti saat bertemu di Bandung: “Membenarkan bahwa anak tunggalnya sering berulah membuat Polisi lalu lintas merasa prihatin dan kesal. Suatu saat ketika pulang kuliah (anak saya kuliah di Bandung yang sering dipanggil Aceng) terperangkap razia Polantas. Aceng ditilang oleh seorang Polwan yang tegas, tidak mau diajak kompromi, namun ramah dan simpatik, cantik pula. Biasanya Aceng dengan mudah dapat lolos dari Tilang Polisi, namun kali ini dia tidak berkutik atas ketegasan sang Polwan. Ironisnya sejak saat itu anak tunggal saya yang urakan itu berubah menjadi anak yang manis. Bahkan satu hari Aceng mengajak saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada sang Polwan. Sehingga sebagai rasa syukur kepada Tuhan YME dan ucapan terima kasih kepada sang Polwan, ibu menyiapkan seperangkat perhiasan wanita seperti kalung, anting dan cincin. Karena kalau memberi uang menurut ibu kesannya kurang pas. Saya merasa sedih, ternyata si Polwan secara halus menolak pemberian yang telah disiapkan dengan kelakar: ‘sepertinya ibu mau melamar saya jadi anak mantu’. Bila ibu ingin menyampaikan ucapan terima kasih, cukup ibu senantiasa mengingatkan putera ibu jangan lagi melanggar rambu-rambu/peraturan lalu lintas. Malah kalau bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kami dari Polantas sangat berterima kasih kepada masyarakat, apabila keamanan dan keselamatan berlalu lintas terwujud dengan baik. Karena ketertiban dan keselamatan masyarakat berlalu lintas adalah tujuan dan sukses kami’. Ibu pulang dengan perasaan campur aduk antara kecewa karena pemberian kami ditolak, rasa simpatik dan salut dengan ketegasan dari seorang Polwan yang cantik dan santun yang dimiliki oleh Polri saat ini”.
Informan (seorang Polwan) yang berpangkat Briptu ketika ditanyakan pendapatnya tentang implementasi dari pesan-pesan Kapolda, yang bersangkutan menjelaskan: “Menurut yang saya ketahui, bahwa dalam setiap kunjungan beliau ke Satwil-Satwil selalu melakukan pembinaan terhadap anggota agar senantiasa melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Setiap anggota harus Peka, Antisipatif, Tegas, dan Humanis, jangan menyakiti hati masyarakat, jangan melakukan pelanggaran. Beliau juga selalu mengajak untuk berubah, meninggalkan perilaku-perilaku tidak terpuji. Kami telah mempunyai Mars Lagu Mari Berubah”.
Selain itu di Harian Kompas terbitan tanggal 5 Mei 2015 halaman 7  Farauk Muhamad dalam tulisannya yang berjudul “Asa melanjutkan Reformasi Polri”, berpendapat: “Institusi Polri mendapat sorotan tajam dari public akibat langkah dan kebijakan yang cenderung politis dan menjauh dari harapan publik akhir-akhir ini”.
Menurut Farauk ada dua permasalahan yang membentuk persepsi publik atas rendahnya kualitas pelayanan Polri, yaitu: “Adanya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power) dan rendahnya mutu layanan. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena pada personel Polri melekat atribut kekuasaan serta diskerisi yang besar sementara transparansi dan kontrol lemah. Sementara itu pula mutu layanan berkenaan dengan rendahnya innovasi dan inisiatif pelayanan yang prima. Pengawasan Polri lebih banyak mengandalkan pengawasan internal (Propam) atau praperadilan yang lebih bersifat legalistik menjadi problem dalam menegakkan akuntabilitas publik. Pengawasan Propam tentu lebih bersifat subyektif dan sulit diukur obyektivitasnya, akses publik atasnya juga sulit dilakukan. Alhasil jika selama ini Polri sudah merasa melakukan pelayanan yang optimal itu semua didasarkan atas hasil pengawasan internal yang bersifat subyektif. ….. informasi dari dalam kerapkali laporan lebih bersifat ABS (asal bapak/atasan senang) dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Sementara pengawasan publik berdasarkan pengalaman langsung atas pelayanan Polri dirasakan belum efektif dalam upaya memperbaiki kinerja Polri”.
Kedua, pengamatan yang dilakukan diberbagai Satker/Satwil jajaran Polda Jabar. Menurut pengamatan peneliti di lapangan hampir setiap hari masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi. Sebagai contoh: ketika peneliti menumpang taksi, sang pengemudi berkeluh kesah karena jalanan macet, udara panas, AC mobil kehabisan perion “mana sih Polisi lalu lintas, jalanan macet, udara panas, eh... mereka malah berteduh, dasar Polantas tidak becus”. Dari pernyataan sang supir dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa supir sering berkeluh kesah, kesal dan kecewa terhadap Polisi, mencemooh, namun kehadiran Polantas untuk melancarkan arus lalu lintas sangat dibutuhkan oleh para pengemudi, terutama mereka-mereka yang terjebak macet.
Hampir setiap hari masyarakat berurusan dengan Polisi mulai dari yang berkaitan dengan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, penodongan, sampai kepada yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat seperti urusan SIM, STNK, BPKB, STCK, pengaduan/laporan, dan sebagainya. Semua warga masyarakat selalu menginginkan suatu situasi aman, damai dan tenteram. Akan tetapi manakala situasi yang diinginkan terganggu, Polisi sebagai aparat keamanan langsung mendapat sorotan, bahkan cemoohan dan cacian.
Sudah sejak lama di kalangan masyarakat “jalanan” selalu melontarkan ejekan, cemoohan dengan sebutan prit-jigo, wereng coklat, raja pungli, dan sebagainya. Masyarakat jalanan telah membangun kesan bahwa Polisi itu tukang peras, terima suap, sewenang-wenang. Polisi melarang berdagang asongan di traffic light, berdagang di kaki lima, menegur pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, dan sebagainya, pada hakekatnya adalah demi keselamatan masyarakat juga. Hanya sedikit masyarakat yang menyadari bahwa dibalik larangan/tegoran-tegoran itu tersirat unsur pengayoman Polisi terhadap kemungkinan terjadinya ancaman bahaya terhadap si pedagang itu sendiri. Ironisnya, niat mengayomi dan melindungi justru menimbulkan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, bahkan kebencian dari masa ke masa menjadi sebuah warisan yang abadi. Seorang ayah menasehati anak gadisnya tidak boleh menikah dengan Polisi. Ketika sang anak bertanya apa sebabnya, si ayah sama sekali tidak bisa memberi alasan. 
Memang pengamatan di lapangan menunjukkan tidak banyak bahkan sedikit sekali warga masyarakat yang memahami seluk beluk perpolisian, sebaliknya harus diakui bahwa tidak sedikit petugas Polisi yang berperilaku tidak ramah dan tidak sopan dalam pelayanan kepada masyarakat. Tegasnya, Polisi yang melayani, Polisi yang transparan, Polisi yang proaktif dan Polisi yang akuntabel masih sedikit jumlahnya.
Oleh karena itu harus ada upaya untuk: (1) mempolisikan masyarakat, (2) memasyarakatkan Polisi, dan (3) mempolisikan Polisi. Dalam arti: (1) masyarakat itu sesungguhnya harus menjadi Polisi bagi dirinya sendiri, harus bisa mengamankan diri dan keluarganya; (2) masyarakat harus mengerti dan memahami seluk beluk tentang Polisi, masyarakat jangan hanya melihat dari kejauhan, harus lebih dekat dan lebih dekat lagi sehingga masyarakat mengetahui dan memahami tentang tugas-tugas Polisi yang begitu luas dan kompleks; (3) menjadikan Polisi untuk menjiwai nilai-nilai Polisi di mana tindakan dan perilakunya harus sesuai dengan jiwa kepolisian berdasarkan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian, sesuai dengan kultur Kepolisian. Bukan hanya pakaiannya, pangkatnya saja, tapi secara keseluruhan harus menunjukkan Karakter Kebhayangkaraan Berkeunggulan yang mempunyai nilai-nilai Brata Dedikasi Sejati.
Jadi tindakan dan penampilan para anggota Polisi itulah yang akan dapat menentukan kepuasan masyarakat yang pada gilirannya masyarakat akan percaya dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri. Masyarakat yang merasa kehadiran Polisi telah melindungi, mengayomi dan melayani mereka, dengan penampilan yang sopan/santun, bijak namun tegas, masyarakat akan puas dan kepercayaan kepada Polisi akan tumbuh dan berkembang. Bagi warga masyarakat yang sering melakukan pelanggaran atau kejahatan, Polisi yang bertugas secara tegas justru dianggap buruk. Namun bagi seseorang yang telah ditolong oleh Polisi terhindar dari ancaman kejahatan tentu menganggap Polisi itu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bahkan sebagai superhero.

12.	Pembahasan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di Polda Jabar
Sasaran
a.	Terwujudnya Birokrasi Polri yang bersih dan bebas KKN
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh Polri, meliputi aspek akuntabilitas, responsivitas, efisiensi dan berorientasi pada pelayanan
c.	Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas kinerja Polri dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat.

Hasil yang ingin dicapai




No	A r e a	Indicator Outcome
1.	Program penataan dan penguatan Organisasi	Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat waktu
2.	Program penataan tatalaksana	Terbangunnya sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur sesuai good governance
3.	Program penataan perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpah tindih dan kondusif
4.	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima
5.	Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur Polri	Terbangunnya kualitas SDM aparatur yang berintegritas, profesional, modern dan sejahtera
6.	Program manajemen perubahan (pola pikir/mind set) dan budaya kerja (cultureset) aparatur	Transformasi budaya, adanya perubahan mind set dan culture set serta terbangunnya birokrasi dengan integritas kinerja tinggi
7.	Program penguatan pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang bersih dan bebas dari KKN
8.	Program penguatan akuntailitas kerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
9.	Program monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi

Capaian Pelaksanaan RBP di Polda Jabar
Reformasi Birokrasi Polri yang telah dilakukan baik tahap I maupun tahap II belum membawa pengaruh terhadap kultur anggota Polri yang melakukan pelayanan publik, disebabkan indikator-indikator outcome belum terwujud sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari capaian pelaksanaan RBP di Polda Jabar dan jajarannya yang telah diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
a.	Program Penguatan Organisasi
1)	HTCK masih terdapat 9 (sembilan) Satfung Mapolda Jabar dan 4 (empat) Satwil yang belum sesuai dengan ketentuan Perkap Nomor 20 Tahun 2011 tentang HTCK.
2)	Pembentukan Sat Polair Polres, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumkit Bhayangkara, pembentukan Poliklinik Polres.
Hal ini berarti pengutaan organisasi akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Polri Polda Jabar.
a.	Program Penataan Tata Laksana
1)	Menghimpun SOP dari masing-masing Satker/Satwil sebanyak 1.271 produk SOP, tetapi masih ada Satker/Satwil yang belum menyelesaikan SOP-nya.
2)	Pelaksanaan LPSE Polda Jabar sampai dengan bulan Nopember 2013, telah melaksanakan pelelangan secara elektronik (e-Proc) sebanyak 37 paket pengadaan barang/jasa dengan nilai total HPS sebesar Rp 32.065.500,- sedangkan untuk pelelangan secara non elektronik (non e-Proc) sebanyak paket dengan nilai HPS Rp. 6.585.400.400,-
b.	Program Penataan Perundang-undangan
Identifikasi peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan Dir Tahti Nomor 1 Tahun 2012 tentang HTCK Dir Tahti di lingkungan Dit Tahti Polda Jabar dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang Pola Pembinaan Karier SDM Polri di lingkungan Polda Jabar, namun pada kenyataan peraturan Dir Tahti belum sepenuhnya di realisasikan.
c.	Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Telah dilaksanakan beberapa kegiatan penyusunan dan penerapan SOP Pelayanan Publik di 7 (tujuh) bidang pelayanan fungsi, yaitu bidang Reskrim, Intelkam, Lalulintas, Binmas, Sabhara, Polair dan Brimob dalam pelaksanaan, tetapi pada kenyataan penerapan SOP Pelayanan Publik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
d.	Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur Polri
1)	The right on the right job sesuai dengan hasil dari uji kompetensi / assessment.
2)	Prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis).
3)	Menerapkan sistem one day test up to date pada pelaksanaan rekruitmen anggota Polri.
Program penataan sistem manajemen aparatur Polri ini belum diterapkan sepenuhnya di jajaran Polri Polda Jabar.
e.	Program Manajemen Perubahan
1)	Membuat dokumen strategi perubahan di lingkungan Polda Jabar, tetapi belum di distribusikan ke Satker dan Satwil jajaran Polda Jabar.




















Gambar :  Sasaran Reformasi Kultural
(Sumber: Bag. RBP Polda Jabar)
f.	Program Penguatan Pengawasan
1)	Penerapan program SPIP dan APIP di lingkungan Polda Jabar.
2)	Percepatan proses penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat.
Pengawasan belum mampu menjangkau ke seluruh wilayah dan seluruh anggota Polri Polda Jabar.
g.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Polri
Penerapan pedoman penyusunan Lakip dan Tapja masih belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
h.	Program Monitoring dan Evaluasi
Menyusun SOP monitoring dan bentuk tim penggiat monitoring dan evaluasi pada jabatan yang terdiri dari personil Satker/Satwil sebagai penggiat pelaksanaan RBP di masing-masing Satker/Satwil masih terdapat belum menyampaikan laporan tentang hasil monitoring dan evaluasinya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi/Menghambat (Kendala)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polda Jabar menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi/menghambat (kendala) baik dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal), sebagai berikut:
a.	Faktor polisi (internal)
1)	Faktor budaya organisasi dan perilaku anggota Polri sering terabaikan, belum seperti yang diharapkan masyarakat, bahkan ada yang menilai masih rendah dan buruk dampaknya pelayanan Polri dianggap buruk.
2)	Tingkat pendidikan dan kepekaan sosial dari anggota Polri, terutama layanan di lapangan masih rendah dan tidak professional.
3)	Konsep sebaran pelayanan di tingkat Polres dan Polsek dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat dengan strategi 1 desa 1 Bhabinkamtibmas belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena jumlah personel dan peralatan sampai saat ini belum memenuhi kebutuhan standar daftar susunan personel dan peralatan (DSPP).
4)	Keterbatasan sarana dan prasarana khususnya dukungan peralatan berupa kendaraan patroli, alat komunikasi, dukungan BBM kendaraan patroli R4 dan R2 serta dukungan anggaran khususnya di tingkat Polres dan Polsek yang meliputi dukungan anggaran operasional fungsi Reserse, Lantas, Intel, Sabhara, dan Binmas, mengakibatkan pelayanan Polri kepada masyarakat belum quick responsive dan datang terlambat di TKP. 
5)	Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri belum berorientasi kepada pelayanan, kurang respon dan dilaksanakan “setengah hati”.
b.	Faktor masyarakat (eksternal)
1)	Sebagian masyarakat belum menginginkan perubahan yang dilakukan oleh Polri, karena masyarakat menganggap bahwa jalan pintas berhadapan dengan Polisi akan lebih mudah apabila dibandingkan dengan melalui prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.
2)	Sebagian masyarakat belum memahami tentang program reformasi internal di tubuh Polri.
3)	Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Polri belum berubah, Polri belum akuntabel, belum responsif, belum berorientasi pelayanan dan belum efisien sehingga masih terbangun opini citra negatif kinerja Polri yang berlanjut sampai saat ini bahkan setelah Polri berkomitmen melakukan perubahan hingga meraih penghargaan yang tidak saja dari masyarakat bahkan Presiden RI memberikan apresiasi kinerja Polri.
4)	Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah.
5)	Masyarakat belum memahami pola dan sifat tugas Polri (represive, preventive dan pre-entive) sehingga pelaksanaan fungsi refresif dianggap tidak berorientasi pada pelayanan publik.

Solusi
a.	Reformasi bidang kultural. 
b.	Budaya organisasi dan perilaku anggota berbasis pelayanan.
c.	Perencanaan SDM (Rekruitmen dan seleksi, penggunaan dan penempatan SDM) yang tepat dan sehat.
d.	Penambahan jumlah anggota yang berkualitas.
e.	Melengkapi sarana dan prasarana sesuai sifat tugas/fungsi Polri.
f.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri harus dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan dan berlanjut yang berorientasi kepada hasil.

Pelaksanaan Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Program meningkatkan kualitas pelayanan publik, merupakan salah satu agenda RBP, sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditandai dengan Polri yang akuntabel, responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan. Pelayanan dikatakan telah baik/maksimal (prima) apabila: (1) telah memberikan pelayanan terbaik (bila belum memiliki standar), (2) pelayanan yang sesuai atau melebihi standar (bagi yang sudah memiliki standar), (3) mutlak dibuatkan standar pelayanan sebagai alat ukur.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Polri sesuai kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan publik yang bertanggung jawab, cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan minimal dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Polri mengedepankan fungsi Reskrim, Intelkam, Lalulintas, Binmas, Sabhara, Polair dan Brimob dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu penerapan standar pelayanan publik, penerapan standar pelayanan minimal pada Polres/Ta/Tabes dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  
a.	Sasaran
Terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima. 
b.	Hasil yang Ingin Dicapai
1)	Polisi yang akuntabel dalam pelaksanaan pelayanan publik.
2)	Polisi yang responsif dalam melaksanakan quick respons.
3)	Pelaksanaan tugas Polisi sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan. 
4)	Efisiensi pelayanan.
a.	Capaian Pelaksanaan Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
1)	Belum sepenuhnya mengacu kepada dimensi tolok ukur kualitas, yaitu: tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, access. Communications dan understanding.
2)	Belum sepenuhnya memperhatikan: akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam pelayanan, pertanggungjawaban, kelengkapan, kemudahan dalam mendapat pelayanan, variasi model pelayanan pelayanan yang tulus, kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
3)	Polisi bawahan/petugas lapangan belum memahami hakikat dilaksanakannya reformasi birokrasi Polri, bahkan belum memahami tentang visi, misi, tujuan, tupoksi, kebijakan pimpinan, kode etik/- pedoman dan cara-cara berkomunikasi dengan masyarakat. Kurangnya inisiatif, inovatif dan kreatif anggota di lapangan disebabkan keterbatasan wewenang dan kuatir dinilai “salah”. Sikap yang melayani, responsif, transparan, dan akuntabel Polri dalam pelaksanaan tupoksi belum dirasakan masyarakat.
4)	Pola operasional dan sifat tugas Polisi (fungsi represive, preventive, dan pre-emptive) belum dipahami masyarakat secara utuh sehingga pengemban fungsi represive (Reserse dan Lalu lintas) terkesan melakukan tindak kekerasan, pengemban fungsi preventif (Sabhara/Brimob/Polair) terkesan mencari-cari kesalahan dan hanya pengemban fungsi pre-emptive (Binmas) dianggap telah memberikan pelayanan yang memadai/mulai membaik.
5)	Masih ditemukan berbagai hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kualitas pelayanan berupa : (1) Ketiadaan komitmen dari manajemen, (2) Keadaaan pemahaman/kekurangpahaman tentang manajemen kualitas, (3) Ketidakmampuan mengubah kultur, (4) Ketidaktepatan perencanaan kualitas, (5) Ketiadaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, (6) Ketidakmampuan membangun learning organization yang memberikan perbaikan terus-menerus, (7) Ketidakcocokan struktur organisasi, (8) Ketidakcukupan sumber daya, (9) Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi pegawai, (10) Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke dalam organisasi, (11) Ketidakefektifan teknik pengukuran dan ketiadaan akses data dan hasil, (12) Berfokus jangka pendek dan menginginkan hasil yang cepat, (13) Ketidaktepatan dalam memberi perhatian pada pelanggan internal dan eksternal, (14) Ketidakcocokan kondisi untuk implementasi manajemen kualitas, (15) Ketidaktepatan menggunakan pemberdayaan kerjasama.




Perbandingan Polisi Terhadap Masyarakat & Luas Wilayah










j.	Berada di TKP kejadian menonjol (Kapolda & Pejabat Terkait)
k.	Kunjungi Polres & Polsek dan Dialog dengan Anggota
l.	Dialog Interaktif dengan Stakeholder (Pemda, Pemred Media Cetak dan Elektronik, Akademisi, Budayawan, LSM, CJS, Tokoh Agama, Adat, Pemuda, Purnawirawan Polri dan dari Unsur Pemerhati Kinerja Polri).





5)	Dinas Perhubungan (dalam proses).
n.	Pelaksanaan Irup di Sekolah tingkat SMP dan SMA oleh seluruh pejabat utama.
o.	Pembentukan asset Polri.
p.	Coffee Morning Kapolda dengan Pejabat Utama tiap Hari Jumat per 2 Minggu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi/Menghambat (Kendala)
Pelaksanaan Program Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Polda Jabar terdapat beberapa faktor penghambat (kendala) baik dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal), sebagai berikut:
a.	Faktor polisi (Internal)
1)	Ketiadaan Komitmen dari manajemen; 
2)	Ketiadaan pengetahuan/kekurangpahaman tentang manajemen kualitas;
3)	Ketidakmampuan mengubah kultur (reformasi bidang kultural belum tercapai) ; 
4)	Ketidaktepatan perencanaan kualitas; 
5)	Ketiadaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; 
6)	Ketidakmampuan membangun “learning organitation” yang memberikan perbaikan secara terus menerus; 
7)	Ketidakcocokan struktur organisasi dan departemen, individu yang terisolasi; 
8)	Ketidakcukupan sumber daya; 
9)	Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi pegawai; 
10)	Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke dalam organisasi; 
11)	Ketidakefektifan teknik pengukuran hasil yang tepat; 
12)	Hanya berfokus jangka pendek dan menginginkan hasil yang tepat; 
13)	Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan internal dan eksternal; 
14)	Ketidakcocokan kondisi untuk implementasi manajemen kualitas; dan 
15)	Ketidaktepatan pemberdayaan dan kerjasama.
Dari 15 faktor-faktor penghambat yang terurai di atas, menurut pengamatan peneliti, bahkan pengakuan dari beberapa narasumber/ informan yang berasal dari anggota Polri Polda Jabar, semuanya terdapat titik lemah pada masing-masing faktor, yang paling jelas adalah belum mampu mengubah kultur dan ketiadaan komitmen yang kuat dari manajemen seperti yang pernah dicontohkan oleh Hugeng Iman Santoso. – Pertanyaannya mampukah Polri mereformasi bidang kultural (mindset dan culturset) anggota Polri menjadi sekelas Hugeng? 
b.	Faktor masyarakat (eksternal)
1)	Masih ada masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan Polri, karena Polisi dianggap tidak akuntabel, tidak responsif, tidak efisien dan tidak berorientasi pada pelayanan; 
2)	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pola operasional dan sifat tugas yang diemban oleh Polri (represive, dan pre-entive) sehingga sering dianggap Polisi mengkriminalisasi ketika penyidikan berlangsung;
3)	Masih ada masyarakat yang apriori terhadap sosok dan tugas Polri, polisi dianggap arogan dan sombong;
4)	Kecenderungan masyarakat tidak bersedia dijadikan sebagai saksi karena takut statusnya ditingkatkan menjadi menjadi tersangka.
 
Solusi
a.	Merubah kultural (mind set dan kulture set) seluruh anggota Polri melalui Pendidikan Karakter Kebhayangkaraan Berkeunggulan untuk memperoleh 12 nilai karakter (Brata Dedikasi Sejati).
b.	Menerapkan prinsip-prinsip/aspek-aspek pelayanan prima.
c.	Menerapkan dimensi mutu pelayanan (custamer based, product based, used based, dan value based) Polisi yang akuntabel, polisi yang responsif, efisiensi, dan berorientasi pada pelayanan.

Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Polri Polda Jabar
Kemampuan / kompetensi dan tanggung jawab Polri untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal (prima) seyogianya setiap petugas Polri di lapangan harus memahami, menghayati dan melaksanakan beberapa ketentuan / aspek-aspek pelayanan prima sebagai berikut :
a.	Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pengguna jasa.
b.	Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
c.	Pelayanan prima bila melebihi standar, atau sama dengan standar. Bila belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan, pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar, dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal.
d.	Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal, dan masyarakat internal (SESPANAS LAN, 1998).
Aspek pelayanan prima dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:
a.	Prosedur pelayanan: kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
b.	Prasyarat pelayanan; prasyarat teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
c.	Kejelasan petugas pelayanan; keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
d.	Kedisiplinan petugas pelayanan: kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
e.	Tanggung jawab petugas pelayanan: kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
f.	Kemampuan petugas pelayanan: tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
g.	Kecepatan pelayanan: target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
h.	Keadilan mendapatkan pelayanan: pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
i.	Kesopanan dan keramahan petugas: sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
j.	Kewajaran biaya pelayanan: keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
k.	Kepastian biaya pelayanan: kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
l.	Kepastian jadwal pelayanan: pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
m.	Kenyamanan lingkungan: kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.








Hasil yang Ingin Dicapai
a.	Polisi yang akuntabel
	Acuan pelayanan yang digunakan petugas dalam proses pelayanan publik mengacu kepada standar pelayanan minimal (cepat, tepat, akurat, murah, ramah).  
	Kejelasan Informasi Pelayanan Publik dipahami oleh masyarakat dapat terwujud.
	Penerapan prinsip keadilan dalam Pelayanan Publik
b.	Responsivitas Pelayanan Publik 
	Manajemen penyampaian keluhan yang dijalankan Dinas dapat berjalan sesuai prosedur. 
	Tindakan petugas pelayanan terhadap keluhan pengguna jasa dapat menunjukan sikap ramai, sopan, jujur, komunikatif.
c.	Orientasi pada Pelayanan
	Pemanfaatan waktu kerja petugas pelayanan sesuai yang ditetapkan, tidak molor
	Kompetensi petugas pelayanan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberi pelayanan
	Penempatan pengguna jasa oleh petugas dalam pelayanan sesuai yang dibutuhkan pelanggan/publik.
d.	Efisiensi Pelayanan
	Jaminan kepastian waktu pelayanan sesuai dan tepat waktu.
	Jaminan kepastian biaya pelayanan sesuai aturan dan tidak adanya pungli.

Capaian Pelaksanaan Program Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Polri Polda Jabar
a.	Polisi yang akuntabel belum sepenuhnya terwujud.
b.	Polisi yang responsif belum sepenuhnya dapat melaksanakan quick respons.
c.	Pelaksanaan tugas Polisi belum sepenuhnya berorientasi kepada pelayanan. 
d.	Efisiensi pelayanan belum tercapai.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi/Menghambat (Kendala)
Beberapa faktor yang mempengaruhi/menghambat (kendala) masih rendahnya akuntabilitas, responsif, berorientasi pada pelayanan dan efisien pelayanan adalah sebagai berikut :
Faktor Polisi (Internal)
a.	Masih adanya polisi yang arogan, melanggar disiplin Kode Etik Profesi Kepolisian, Pelanggaran Disiplin, dan Data Personil, bahkan melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya 
b.	Masih ada anggota Polisi: (1) melanggar disiplin, suka berhutang, suka berkeluyuran ke tempat-tempat hiburan malam/melakukan asusila; (2) melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya. Dampaknya masyarakat tidak percaya.
c.	Masih ada petugas lapangan yang melakukan tindakan dan berperilaku tidak terpuji dan belum mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

Faktor Masyarakat (Ekternal)
a.	Masih ada kelompok masyarakat yang mengeluh bahkan membenci tindakan dan perilaku polisi yang tidak terpuji seperti :
1)	Mencari kesalahan di jalan, diarahkan ke Pos Polisi diselesaikan dengan damai minta imbalan.
2)	Merekayasa kasus dan mempersulit ujung-ujungnya minta damai
3)	Penyelidikan kasus tanpa memperhatikan rasa keadilan, hati nurani dan kearifan local
4)	Mabuk-mabukan, judi, selingkuh, menghamili wanita tidak bertanggung jawab
5)	Dalam pelaksanaan kegiatan razia, pengamanan dan turjawali menampilkan sikap arogam
6)	Perilaku marah-marah, membentak, mengancam dan melakukan kekerasan terhadap TSK, tahanan, saksi dan warga masyarakat
7)	Mau menang sendiri, tidak mau antri, sudah tau salah dan tidak mau minta maaf
8)	Penyalahgunaan senjata api
9)	Mengendarai kendaraan pribadi dan dinas ngebut-ngebutan, tidak memakai helm standar, tidak mematuhi aturan lalu lintas dan menyerempet tidak bertanggung jawab
10)	Tidak mau bersilaturahmi/apatis terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh sekitar lingkungan kantor atau tempat tinggal
b.	Karena Polri belum bisa memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat membuat masyarakat kecewa. Adapun tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri adalah sebagai berikut :
1)	Tampan/gagah, bersih, ramah, sopan, santun dan peduli kepada masyarakat.
2)	Cepat merespon laporan dan keluhan masyarakat
3)	Melaksanakan Turjawali dengan baik sesuai ketentuan
4)	Tegas, arif dan bijaksana dalam menangani permasalahan
5)	Mampu mengungkat kasus-kasus menonjol,  besar dan kasus yang menjadi perhatian publik
6)	Membantu dan melayani masyarakat dengan cepat dan tuntas
7)	Bersilaturahmi dan dekat dengan masyarakat
8)	Berpenampilan rapih, bersih dan bertubuh atletis
9)	Tidak terlibat dalam tindak kejahatan
10)	Terlibat dan cepat bertindak dalam menanggulangi bencana alam
c.	Masih ada kelompok masyarakat yang belum puas atas pelayanan Polri disebabkan belum akuntabel, responsif, efisien dan berorientasi pada pelayanan, seperti : 
1)	Perilaku petugas pelayanan yang tidak ramah, tidak simpatik, kurang mengindahkan norma-norma dan kaidah-kaidah masyarakat setempat; 
2)	Perilaku petugas yang melakukan tindak kekerasan, pungli dan KKN, dan kurang merespon harapan masyarakat. Dampaknya masyarakat kurang percaya terhadap Polisi.
d.	Masyarakat tidak percaya karena kurang puas terhadap kinerja Polri disebabkan :
1)	Pernyataan seperti: Kami Siap Melayani, Senyum/Sapa/Salam, Polisi Sahabat Rakyat dan sebagainya hanya sebatas slogan belaka (tidak sesuai antara pernyataan dengan pelaksanaan), belum ada implementasinya yang membanggakan/memuaskan masyarakat. Dampaknya masyarakat kurang percaya terhadap Polri.
2)	Prinsip-Prinsip Polisi yang melayani, Polisi yang responsibility, Polisi yang transparan dan Polisi yang akuntabel belum dapat diwujudkan oleh Polisi. Dampaknya masyarakat kurang percaya terhadap Polri.
3)	Profesionalisme dan Kinerja Polisi masih rendah, bahkan tidak kompeten, belum memperlihatkan kualitas pelayanan dengan berbagai dimensi tolok ukurnya. Dampaknya masyarakat tidak percaya terhadap Polri.
4)	Polisi dalam melaksanakan tugas pelayanannya tidak mengacu pada visi, misi, tujuan dan kode etik profesi. Dampaknya masyarakat kurang percaya terhadap Polri.
5)	Pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi Polri, “Polisi Profesional, modern dan terpercaya” dianggap hanyalah slogan belaka.
6)	Kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan berkembang, manakala mereka puas atas pelayanan Polri.

Solusi
a.	Akuntabilitas Pelayanan Publik, harus :
	Acuan pelayanan yang digunakan petugas dalam proses pelayanan publik.
	Kejelasan Informasi Pelayanan Publik.
	Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Publik
b.	Responsivitas Pelayanan Publik, harus : 
	Manajemen penyampaian keluhan yang dijalankan Dinas.
	Tindakan petugas pelayanan terhadap keluhan pengguna jasa.
c.	Orientasi pada Pelayanan, harus :
	Pemanfaatan waktu kerja petugas pelayanan.
	Kompetensi petugas pelayanan.
	Penempatan pengguna jasa oleh petugas dalam pelayanan.
d.	Efisiensi Pelayanan
	Jaminan kepastian waktu pelayanan
	Jaminan kepastian biaya pelayanan.

Penilaian 3 kelompok kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan masih adanya keluhan, harapan, kepuasan dan kepercayaan terhadap pelayanan Polri dapat diuraikan sebagai berikut :
 
a.	Keluhan Masyarakat atas Pelayanan Polisi
Walaupun telah diupayakan peningkatan Kualitas Pelayanan Polri melalui Reformasi Birokrasi Polri, ditemukan di lapangan bahwa indicator outcome belum berhasil seperti yang diharapkan, masih terdapat berbagai keluhan atas profesionalisme, kinerja, akuntabilitas dan pelayanan Polri terhadap masyarakat.
1)	Polri dianggap belum profesional
a)	Polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan/penyidikan, belum sepenuhnya memahami Ilmu Kepolisian (Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Proses Penyelidikan dan Penyidikan, dan lain-lain);
b)	Polisi dalam melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli, serta pelaksanaan razia lalu lintas, penyelidikan/penyidikan kecelakaan lalu lintas belum sesuai dengan peraturan/perundang-undangan lalu lintas yang ada. Polisi yang menilang pelanggaran lalu lintas, justru dianggap mencari-cari kesalahan, sebab ujung-ujungnya bisa diajak damai;
c)	Polisi dalam melaksanakan tugasnya dianggap tidak profesional karena masih terjadi salah tangkap, salah sasaran tembak, komplin masyarakat, praperadilan, dan sebagainya.
2)	Kinerja Polri dianggap masih rendah
a)	Polri dalam memberikan pelayanan masih lamban, berbelit-belit, dan belum nyaman bagi masyarakat, belum memenuhi standar mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat;
b)	Polri belum proaktif untuk mencari informasi terhadap suatu kondisi secara lebih dini yang diperkirakan dapat berakibat munculnya gangguan kamtibmas (FKK dan Police Hazard) serta Polisi belum mampu menjalin sinergi dengan unsur-unsur masyarakat/semua pemangku kepentingan guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan mencari solusi yang tepat, komprehensif serta tuntas;
c)	Polri dalam memberikan informasi belum transparan;
d)	Polri seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, prosedur yang berlaku, norma-norma dan etika. Melakukan penegakan hukum yang tegas, tuntas, tidak diskriminatif dan memenuhi rasa keadilan/kepastian hukum masyarakat.
3)	Polri dianggap belum akuntabel di dalam melaksanakan tugas
a)	Polri dalam melaksanakan tugas sehari-hari masih dinilai oleh masyarakat; arogan, sewenang-wenang dan kurang komunikatif
b)	Masyarakat terlanjur menilai bahwa anggota Polisi tidak ramah, sombong, sok berkuasa, dan tidak tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat.

a.	Harapan Masyarakat Terhadap Polri
1)	Terhadap Pimpinan (Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Wilayah), agar:
a)	Setiap Pemimpin Polri memiliki ciri-ciri pemimpin yang mau mendengarkan keluhan masyarakat;
b)	Setiap Pemimpin Polri harus empati, konseptual dan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat;
c)	Setiap Pemimpin Polri harus melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan bawahannya;
d)	Setiap Pemimpin Polri harus jujur, terbuka, disiplin dan bersih dari KKN.
2)	Terhadap seluruh anggota Polri, agar:
a)	Setiap anggota Polisi/Pemberi Layanan dalam melaksanakan tugasnya harus responsif, sopan, santun, ramah, jujur, terbuka, disiplin, tegas, tanpa pilih kasih dan amanah;
b)	Setiap anggota Polisi/Pemberi Layanan, harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat/penerima layanan, profesional dan terampil, responsif, akuntabel, efisien, berorientasi pada pelayanan, dalam melaksanakan tugasnya;
c)	Setiap anggota Polisi/Pemberi Layanan harus mau dan mampu memenuhi 10 perilaku anggota Polri yang disenangi masyarakat serta menghindarkan diri untuk tidak berbuat 10 perilaku yang dibenci masyarakat (lihat tabel di bawah ini).
Tabel 
10 Perilaku dan Tindakan Polisi yang disenangi dan Dibenci oleh Masyarakat
No	10 Perilaku dan Tindakan Polisi	Taktik	Ket 
A.	Yang disenangi	Wajib dilakukan	Hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen
1	Bersih, ramai, sopan, santun dan peduli kepada masyarakat		
2	Cepat merespon laporan dan keluhan masyarakat		
3	Melaksanakan Turjawali dengan baik sesuai ketentuan		
4	Tegas, arif dan bijaksana dalam menangani permasalahan		
5	Mampu mengungkat kasus-kasus menonjol,  besar dan kasus yang menjadi perhatian publik		
6	Membantu dan melayani masyarakat dengan cepat dan tuntas		
7	Bersilaturahmi dan dekat dengan masyarakat		
8	Berpenampilan rapih, bersih dan bertubuh atletis		
9	Tidak terlibat dalam tindak kejahatan		
10	Terlibat dan cepat bertindak dalam menanggulangi bencana alam		
B	Yang Dibenci	Jangan lakukan 	
1	Cari-cari kesalahan di jalan, diarahkan ke Pos Polisi diselesaikan dengan damai minta imbalan		
2	Merekayasa kasus dan mempersulit ujung-ujungnya minta damai		
3	Penyelidikan kasus tanpa memperhatikan rasa keadilan, hati nurani dan kearifan lokal		
4	Mabuk-mabukan, judi, selingkuh, menghamili wanita tidak bertanggung jawab		
5	Dalam pelaksanaan kegiatan razia, pengamanan dan turjawali menampilkan sikap arogam		
6	Perilaku marah-marah, membentak, mengancam dan melakukan kekerasan terhadap TSK, tahanan, saksi dan warga masyarakat		
7	Mau menang sendiri, tidak mau antri, sudah tau salah dan tidak mau minta maaf		
8	Penyalahgunaan senjata api		
9	Mengendarai kendaraan pribadi dan dinas ngebut-ngebutan, tidak memakai helm standar, tidak mematuhi aturan lalu lintas dan menyerempet tidak bertanggung jawab		
10	Tidak mau bersilaturahmi/apatis terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh sekitar lingkungan kantor atau tempat tinggal		
Sumber : Bagian RBP Polda Jabar 

Kepuasan Masyarakat
a.	Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan seperti telah dibahas di atas pada umumnya bahwa Pelayanan Polri belum dapat memuaskan masyarakat, karena kinerja Polisi masih belum baik. 
b.	Sebaliknya khusus pelayanan Polwan, masyarakat merasa puas, karena kinerja Polwan dianggap lebih baik dari kinerja bila dibanding dengan kebanyakan pelayanan Polisi Pria.
c.	Kepuasan masyarakat sangat ditentukan Pelayanan Prima Polri, Pelayan akan Prima, apabila setiap petugas di lapangan (Pemberi Layanan) telah memahami visi, misi, tujuan dan melaksanakan tupoksi secara profesional berlandaskan Etika Profesi, Pedoman Hidup dan Pedoman Kerja yaitu Tribrata dan Catur Prasetya.
d.	Kepuasan masyarakat akan dapat diwujudkan apabila setiap petugas pemberi layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memahami, menghayati dan berkeinginan/bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat serta harapan-harapannya.

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan kinerja Polisi yang dirasakan dengan harapan masyarakat. Kinerja Polisi bila berada:
a.	Di bawah harapan, masyarakat akan kecewa;
b.	Sesuai harapan, masyarakat akan puas;
c.	Melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas, senang/gembira;
Tingkat harapan masyarakat mengenai kinerja Polisi:
a.	Harapan masyarakat yang paling sederhana adalah rasa aman atas kehadiran Polisi;
b.	Kepuasan masyarakat tercermin ketika merasa telah terlindungi, terayomi, dan terlayani;
c.	Masyarakat merasa gembira dan bangga bila melihat Polisi yang sopan/santun, humanism disiplin, namun tegas dan tidak berpihak;

Berdasarkan SK Menpan No. 26 Th 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengutamakan tentang maksud dan tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
a.	Sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan;
b.	Memberi kejelasan baru bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik

Kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila Polisi yang memberi pelayanan berpedoman pada visi, misi pelayanan (terpenuhinya pelayanan yang sesuai keinginan masyarakat). Citra pelayanan positif dapat diciptakan dengan cara:
a.	Peningkatan kualitas pelayanan
b.	Memberikan solusi/cara terbaik
c.	Membuat pelanggan merasa diperhatikan
d.	Keselarasan yang dikatakan dengan yang dilakukan
e.	Mengenal siapa pelanggan anda
f.	Hentikan frace “ya...tapi,,,” tetapi responlah dengan frace “ya...dan...”

Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri
1)	Masyarakat akan percaya terhadap Polisi yang professional, akuntabel, responsif, efisien dan berorientasi pada pelayanan, dalam arti adanya kesesuain antara kata dengan perbuatan. Bahwa pernyataan-pernyataan seperti: “Kami Siap Melayani Anda”, “Polisi Sahabat Rakyat” harus dapat diimplementasikan secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Polisi memang siap melayani masyarakat setiap saat secara ikhlas tanpa pamrih dan benar-benar masyarakat merasakan telah bersahabat/karib dengan Polisi.
2)	Program unggulan/Terobosan Kreatif Polda Jabar “Polisi Sahabat Rakyat” yang diimplementasikan melalui program:
a)	Polisi Peduli Pendidikan, harus dapat dibuktikan menjadi suatu kenyataan dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Kalau hanya sekedar slogan-slogan saja tidak akan ada pengaruhnya terhadap perwujudan kepercayaan masyarakat, malah semakin membuat masyarakat semakin apatis;
b)	Polisi Peduli Pengangguran, harus dapat memberi bantuan untuk mencarikan lowongan kerja atau setidaknya mengarahkan mereka untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Kalau tidak, malah setiap penganggur mencemooh Polisi. Bagaimana mungkin mereka percaya terhadap Polisi.
c)	Begitu pula dengan Program Unggulan/Terobosan Kreatif yang telah digagas oleh para Kasatker/Kasatwil baik ditingkat Polda, Polres maupun Polsek, tidak akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, kalau hanya slogan belaka.




Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (objek penelitian) dan pembahasan tentang pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polda Jabar dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Polda Jabar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik belum mencapai target “indicator outcome” yaitu :  
a.	Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Hal ini disebabkan berbagai faktor penghambat/kendala baik faktor polisi (internal) maupun faktor masyarakat (ekternal) yang harus dicarikan solusinya. Adapun solusi yang direkomendasikan dapat terlihat dalam saran yang diajukan.

Kualitas Pelayanan Polri Polda Jabar 
Kualitas Pelayanan Polri Polda Jabar belum Prima dengan berbagai indikator yaitu terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima. Polisi yang akuntabel, responsif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan masih sangat sedikit jumlahnya. Hal ini disebabkan berbagai faktor penghambat/kendala baik faktor polisi (internal) maupun faktor masyarakat (ekternal) yang harus dicarikan solusinya. Adapun solusi yang direkomendasikan dapat terlihat dalam saran yang diajukan.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri Polda Jabar 
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri Polda Jabar masih rendah belum sesuai dengan indicator outcomes yaitu terwujudnya polisi yang professional, modern dan terpercaya. Hal ini disebabkan berbagai faktor penghambat/kendala baik faktor polisi (internal) maupun faktor masyarakat (ekternal) yang harus dicarikan solusinya. Adapun solusi yang direkomendasikan dapat terlihat dalam saran yang diajukan.

14.	Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas agar lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terus menerus melaksanakan pembenahan, pemberdayaan, penguatan dan perubahan-perubahan (reform), melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat, agar menjadi prima yang pada gilirannya akan menumbuhkembangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tupoksi Polri. 
Dalam hal ini secara spesifik disarankan sebagai berikut:
Saran Akademis
a.	Program Reformasi Kultural di lingkungan Polri perlu dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan target tahun 2015 – 2025 untuk mencapai keunggulan (strive for exelence). Hal inipun berkesesuaian dan dilandasi dengan visi, misi Polri, dan program aksi Presiden Djokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla tahun 2014 dengan tema: “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”, yang popular disebut Nawacita Presiden.
b.	Pelayanan Polri harus mengacu kepada dimensi tolok ukur kualitas, yaitu: Tangibles, Reability, Responsiveness, Competence, Courtesy, Credibility, Security, Acces, Communications dan Understanding.
c.	Pelayanan Polri harus akuntabel, responsif, efisien dan berorientasi pada pelayanan dengan memperhatikan akurasi pelayanan, kesopanan, dan keramahan dalam pelayanan, pertanggung jawaban, kelengkapan, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan yang tulus serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
d.	Seluruh anggota Polisi dari atas sampai pangkat terendah harus benar-benar memahami seluruhnya tentang, Visi, Misi, Tujuan, Tupoksi, Kebijakan-kebijakan Pimpinan, Kode Etik/Pedoman Hidup dengan Pedoman Kerja (Tribrata dan Catur Prasetya).
e.	Sikap yang melayani, responsif, transparan, akuntabel, efisien dan berorientasi pada pelayanan dalam pelaksanaan tupoksi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Saran  Praktis
a.	Agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tumbuh/berkembang dan meningkat, segenap anggota Polri harus bertekad dengan sepenuh hati dan ikhlas memenuhi 10 Perilaku Polri yang diharapkan masyarakat dan meninggalkan/tidak melakukan 10 perilaku yang dibenci masyarakat.
b.	Agar setiap kasatwil/kasatker senantiasa melakukan pembinaan anggota agar menjadi polisi yang melayani, Polisi yang proaktif, Polisi yang transparan dan Polisi yang akuntabel (amanah), responsif, efisien dan berorientasi pada pelayanan. Kasatwil/Kasatker pun harus menjadikan dirinya layak untuk menjadi panutan/diteladani anggota, memberikan pelayanan yang adil dalam pembinaan karier anggota, tidak pilih kasih dan menghilangkan penilaian subyektivitas (ABS, like and dislike dan sebagainya).
c.	Kasatwil/Kasatker harus mau dan mampu menjadikan dirinya sebagai : “Pemimpin  Pelayan dengan 10 Ciri; (1) mendengarkan, (2) empati, (3) menyembuhkan, (4) kesadaran diri, (5) persuasif, (6) Konseptualis, (7) kepemimpinan meramalkan, (8) Kemampuan melayani, (9) Komitmen pertumbuhan manusia, (10) membangun masyarakat. (Sedarmayanti, 2009).
d.	Slogan-slogan Polri (Polri Sahabat Rakyat, 3S : Senyum, Sapa, Salam, Kami Siap Melayani Anda, dsb.) harus terwujud dan dapat dirasakan masyarakat.
e.	Memasyarakatkan perpolisian, mempolisikan masyarakat dan mempolisikan tiap anggota polisi.
f.	Kembali ke Jati Diri Polri dengan cara pengucapan Tri Brata dan Catur Prasetya pada setiap upacara dan/atau Apel, dengan harapan tidak hanya sekedar hapal mengucapkan tetapi harus dihayati dan dilaksanakan dalam setiap melaksanakan tugas.

Saran Kebijakan :
a.	Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) perlu mendorong agar Polri menuju Sipil segera terwujud tanpa adanya tarik-menarik dari instansi lain. Polri harus tetap berada di bawah Presiden.
b.	Pemerintah perlu mempertahankan “Semangat kemandirian Polri” dalam pelaksanaan tupoksinya; harkamtibmas; penegakan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, demi terciptanya keamanan dalam Negeri sebagai salah satu syarat keberhasilan pembangunan nasional melalui regulasi Kepolisian.
c.	Peningkatan dukungan anggaran perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama peningkatan anggaran pendidikan, anggaran operasional dan peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Anggaran penelitian oleh Litbang Polri perlu ditingkatkan.
d.	Pimpinan Polri perlu melakukan inovasi-inovasi dan terobosan kreatif untuk melaksanakan reformasi kultural Polri yaitu dengan melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dari antagonis menjadi protagonist, reaktif menjadi proaktif, legalitas menjadi legitimitas, elitis menjadi populis, arogan menjadi humanis, otoriter menjadi demokratis, akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas publik, dan monologis menjadi dialogis.
e.	Perlu dipertimbangkan untuk melakukan pergeseran paradigma dari organisasi birokrasi yang cenderung mekanistik menuju organisasi organik yang lebih merespon kompleksitas dan adaptif terhadap tuntutan lingkungan organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Polda Jabar.
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